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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, kedudukan Pusat
Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui
Sekretaris Utama.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
analisis/telaahan, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi/penyuluhan hukum, koordinasi dan
bimbingan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi implementasi kebijakan
kepegawaian serta memberikan bantuan hukum. Mengacu pada tupoksi tersebut, Pusat
Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian melakukan Analisis dan Inventarisasi
Permasalahan hukum kepegawaian sebagai upaya mendukung terwujudnya salah-satu misi
BKN tahun 2020-2024 yaitu pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.

Penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan pemerintah, baik pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
berlaku. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai permasalahan hukum kepegawaian.
Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum kepegawaian serupa, maka
perlu dilakukan analisis dan inventarisasi terhadap permasalahan hukum kepegawaian yang
dominan terjadi di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menemukan jenis-
jenis permasalahan yang berpotensi menjadi sengketa di pengadilan, khususnya pengadilan tata
usaha Negara.

Akhirnya, kepada pihak yang sudah mengeluarkan waktu dan pemikirannya sehingga
analisis hasil inventarisasi permasalahan-permasalahan hukum kepegawaian ini dapat
diterbitkan, dalam kesempatan ini Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian
mengucapkan terima kasih, khususnya kepada pegawai di Pusat Konsultasi dan Bantuan
Hukum Kepegawaian yang telah memberi kontribusi dalam penulisan ini dan juga kepada
pegawai di instansi pemerintah yang menjadi /okus pengumpulan data permasalahan hukum
kepegawaian ini.

Jakarta, 15 Agustus 2023
Kepala
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian
dari birokrasi di era reformasi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan
dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Seorang PNS terikat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
sehingga PNS harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan adanya
karakter-karakter tersebut pada PNS, diharapkan terbentuknya PNS yang sesuai dengan
Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagaimana diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada
tanggal 27 Juli 2021 lalu, juga sebagai upaya pencegahan terjadi permasalahan hukum
kepegawaian.

Berdasar pada data Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan
Kepegawaian Negara per tanggal 24 Juni 2022, sepanjang tahun 2019 sampai 24 Juni 2022
terdapat 1.795 permasalahan hukum kepegawaian untuk instansi pemerintah pusat dan
8.953 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah, dengan rincian
sebagai berikut:

1. Tahun 2019, terdapat 860 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah
pusat dan 2794 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah;

2. Tahun 2020, terdapat 288 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah
pusat dan 1702 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah,;

3. Tahun 2021, terdapat 568 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah
pusat dan 3838 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah;
dan

4. Tahun 2022, terdapat 79 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah
pusat dan 619 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah;
(data per 24 Juni 2022).

Berdasar data di atas, permasalahan hukum kepegawaian lebih banyak terjadi pada
instansi daerah daripada instansi pusat, dengan bentuk permasalahan hukum kepegawaian

tertinggi adalah tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu sebanyak 61%



dari total permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pusat dan instansi daerah yang
ditangani.

Selain penanganan terhadap permasalahan hukum kepegawaian, tindakan pencegahan
terjadinya permasalahan hukum kepegawaian sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan
jalannya pemerintahan yang baik guna terwujudnya pelayanan publik yang baik juga untuk
masyarakat. Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum
kepegawaian adalah dengan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
instansi pemerintah dalam menegakkan disiplin PNS, salah satunya dengan melakukan
pengumpulan data secara langsung, kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi terhadap
permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani, sehingga dapat diketahui sumber
permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan disiplin kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh presiden Joko
Widodo, peraturan pemerintah ini telah berlaku dalam penanganan pelanggaran disiplin
PNS terhitung mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai saat ini, menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian (Puskobankumpeg) Badan
Kepegawaian Negara (BKN) merupakan unsur pendukung pelaksanaan fungsi dan tugas
BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris
Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Salah satu tugas Puskobankumpeg adalah
melaksanakan inventarisasi implementasi kebijakan kepegawaian. Tugas ini dapat
digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum
kepegawaian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil inventarisasi permasalahan hukum
kepegawaian, dalam hal ini inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian akan dilakukan
di 7 (tujuh) instansi pemerintahan yang dibatasi dengan permasalahan hukum kepegawaian
pada tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagai obyek pengumpulan data permasalahan hukum
kepegawaian.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1.  Untuk mengetahui permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend sepanjang

tahun 2020 sampai tahun 2022;

2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh instansi dalam penegakan hukum

kepegawaian;



3. Untuk memberikan rekomendasi terkait permasalahan hukum kepegawaian tentang
disiplin PNS berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS pada instansi pemerintah derah.

C. Manfaat
Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Instansi pemerintah daerah yang menjadi tempat pengumpulan data permasalahan
hukum kepegawaian;

2. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian sebagai unit yang bergerak dalam
penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian;

3. Instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah yang memerlukan data
terkait permasalahan hukum kepegawaian.

4. Untuk bahan analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian;

5. Sebagai sarana untuk menyuarakan keberadaan Puskobankumpeg sebagai unit yang
dapat memberikan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian
permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah.

D. Tahapan Pelaksanaan
Berikut tahapan pelaksanaan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian :

1. Tahap Pertama
Pemilihan lokasi pengumpulan data, yaitu berupa instansi pemerintah daerah.
Pemilihan instansi pemerintah daerah, berdasar pada data Kedeputian Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara per tanggal 24 Juni 2022,
yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2022 terdapat sebanyak
8.953 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah. Hal ini jauh
lebih tinggi daripada permasalahan hukum kepegawaian yang ada pada instansi
pemerintah pusat dengan permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 1.795.
Pemilihan instansi pemerintah daerah sebagai obyek pengumpulan data dilakukan
melalui rapat Puskobankumpeg. Selanjutnya, dilakukan pengurusan surat dan formulir
yang perlu diisi oleh instansi pemerintah daerah tersebut.

2. Tahap Kedua
Pemantauan dan pengumpulan data secara langsung pada instansi pemerintah daerah.
Hal ini guna penggalian informasi dan data langsung dari sumbernya yang dapat
dilakukan dengan wawancara dan diskusi bersama pegawai yang menangani
permasalahan hukum kepegawaian di instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek

inventarisasi.



Tahap Ketiga

Melakukan analisis dan inventarisasi terhadap data yang ada. Tahap analisis dilakukan
pada permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend pada tahun 2020 sampai
tahun 2022 pada instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek inventarisasi.

Tahap Keempat

Membuat laporan hasil analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian.
Laporan ini juga akan diserahkan kepada instansi pemerintah daerah yang menjadi

obyek inventarisasi.



BAB II
ISI
A. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian oleh Puskobankumpeg
dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yang terdiri atas :
1. Tahap Pertama

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah tahap pemilihan lokasi pengumpulan
data. Pemilihan dan penetapan lokasi inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian
dilakukan melalui rapat internal pegawai Puskobankumpeg, yang dilakukan sebanyak
2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 Maret 2022 dan tanggal 13 Maret 2022.

Pemilihan instansi pemerintah daerah sebagai obyek pengumpulan data
inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian didasarkan pada data Penegakan
Disiplin PNS Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian
Negara per tanggal 24 Juni 2022, yang tercantum di bawah ini :

;
A3 >
Pazonsn BerAKHLAK vBKN

PENEGAKAN DISIPLIN PNS PADA K/L/D
Tuhun 2019 5.d 2022

G023 568
T 3838

£ N [ ruscr S T
— K v/
/[ 288 619
D 2794 1702

| SEBANAN FENEUAKAN DISIFUN

3
PENFGARAN IHSTPLIN
EXNSTANST DAERAN

1. Pemproy jaws Yengah 1112 PRS
2. Pembet Tomolion 00 NS
3. Pemproy (1K1 fakarts 21018
4. Pembab Kendal 17 P
5. Puaket Helus: P4 PRS

Sumber : Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara



Berdasar pada data di atas, Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta
menempati posisi tertinggi dengan permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 1959
perkara, Kanreg II BKN Surabaya menempati posisi kedua dengan 892 perkara
kepegawaian, dan diposisi ke tiga Kanreg IV Makassar dengan jumlah perkara
sebanyak 864. Selanjutnya, pemilihan instansi sebagai obyek inventarisasi
permasalahan dipilih berdasar pada wilayah kerja kantor regional BKN dengan perkara
permasalahan hukum kepegawaian yang tinggi. Instansi pemerintah daerah yang dipilih
sebagai obyek inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 7 (tujuh)
instansi, yang terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, mewakili instansi
pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta;

b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Boyolali (BKP2D)
Kabupaten Boyolali, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah
kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta;

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
(BKPSDMD) Kota Makassar, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di
wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar;

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Sumedang, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di
wilayah kerja Kantor Regional III BKN Bandung;

e. BKPSDM Kota Yogyakarta, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di
wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta;

f. BKPSDM Kabupaten Malang, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada
di wilayah kerja Kantor Regional IT BKN Surabaya;

g. BKPSDM Kota Mataram, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di
wilayah kerja Kantor Regional X BKN Denpasar.

Tahap Kedua

Pengumpulan data secara langsung di lokasi instansi pemerintah daerah yang
dipilih sebagai obyek pengumpulan data inventarisasi permasalahan hukum
kepegawaian. Pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan metode wawancara
dan diskusi antara tim Puskobankum dengan pegawai di instansi tersebut dalam
penanganan perkara kepegawaian. Survei secara langsung dilakukan oleh 7 (tujuh) tim,
yang masing-masing tim terdiri atas 2 (dua) orang pegawai Puskobankumpeg, dengan

rincian sebagai berikut :



NO INSTANSI PETUGAS TANGGAL
PELAKSANAAN
1 BKD Provinsi Dr.Halim, S.H., M.H. 15 Maret 2023 s/d
Lampung Yuyud Yuchi Susanta, S.H. 17 Maret 2023
2 BKP2D Kabupaten | Priska Arimbi Zalni,S.H. 15 Maret 2023 s/d
Boyolali Settyas Tedy Andrassukma, S.H. | 17 Maret 2023
3 BKPSDMD Kota Asrul Nur, S.H. 15 Maret 2023 s/d
Makassar Niza Ardania Ningtyas, S.H. 17 Maret 2023
4 BKPSDM Taryo 15 Maret 2023 s/d
Kabupaten Ryanski Yermia Andrian | 17 Maret 2023
Sumedang Tucunan, S.H.
5 BKPSDM Kota Muhammad Rifqin Ziyan 15 Maret 2023 s/d
Yogyakarta Syahiida, S.H. 17 Maret 2023
Hach Dhini Sekarwangi, S.H.
6 BKPSDM Vino Dita Tama, S.H. 15 Maret 2023 s/d
Kabupaten Malang Anindha Hatma Heka 17 Maret 2023
Rahmadhani, S.AB.
7 BKPSDM Kota Imma Gayatri Retnaningrum, 29 Maret 2023 s/d/
Mataram S.H., MHRMIR 31 Maret 2023
Khayatun Thoyibah Aniah, S.E.

Wawancara dan diskusi dilakukan secara terarah sekaligus pengisian formulir

permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 pada

instansi pemerintah daerah tersebut sebagai bahan untuk dilakukannya inventarisasi dan

Analisa permasalahan hukum kepegawaian nantinya.

Tahap Ketiga

Setelah data permasalahan hukum kepegawaian terkumpul, kemudian dilakukan

inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian dari 7 (tujuh) instansi tersebut, untuk

menemukan permasalahan yang menjadi trend pada rentang tahun 2020 sampai tahun

2022. Setelah ditemukan frend permasalahan hukum kepegawaian, selanjutnya akan

dilakukan analisis permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend tersebut,

setidaknya 3 (tiga) permasalahan hukum kepegawaian.




Tahap Keempat

Hasil inventarisasi dan analisis permasalahan hukum kepegawaian pada 7 (tujuh)
instansi pemerintah daerah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, yang
mana laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penanggulangan

permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah.



B. Hasil Inventarisasi

Berikut hasil inventarisasi data permasalahan hukum kepegawaian yang didapat dari instansi pemerintah daerah yang telah dipilih sebagai

obyek pengumpulan data.

a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung

TAHUN | NO JENIS DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN TINDAKAN | JUMLAH
PELANGGARAN HUKUMAN DISIPLIN LAIN
BERAT | SEDANG | RINGAN
2020 1. | Kewajiban masuk kerja | Pasal 3 angka 11 Peraturan | 16 2 0 0 18
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
jam kerja 2010 tentang Disiplin PNS
2. | Melanggar asas netralitas | Pasal 4 angka 15 Peraturan | 1 1 0 0 2
Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS
3. | Penyalahgunaan Pasal 4 angka 1 Peraturan | 2 0 0 0 2
wewenang Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS
4. | Melanggar asas netralitas | Pasal 3 angka 4, 6, 7|0 3 0 0 3
Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS




Tidak memberikan

Pasal 3 angka 14 Peraturan

pelayanan sebaik- | Pemerintah Nomor 53 Tahun
baiknya kepada | 2010 tentang Disiplin PNS
masyarakat

Lalai melaksanakan | Pasal 3 angka 4, 5, 9, 15
tugas Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS

Tidak menaati segala
ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasal 3 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Tidak membimbing
bawahan dalam

melaksanakan tugas

Pasal 3 angka 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Tidak melaksanakan
tugas kedinasan dengan
penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung

jawab

Pasal 3 angka 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

10




10.

Menerima uang dan
menjanjikan sesuatu di

luar kewenangannya

Pasal 3 angka 4 dan 6, Pasal
4 angka 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Total

19

11

11

41

2021

Kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan

jam kerja

Pasal 3 angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Tidak bekerja dengan
jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk

kepentingan negara

Pasal 3 angka 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Penyalahgunaan

narkotika

Pasal 3 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Melanggar asas netralitas

Pasal 4 angka 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Menjadi istri kedua

Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun

11




1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian

bagi PNS

6. | Tidak melaporkan | Pasal 3 ayat (1) Peraturan
perceraian Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian
bagi PNS
7. | Belum melaporkan atau | Pasal 14 Peraturan
dicatat secara hukum | Pemerintah Nomor 45 Tahun
negara perkawinan yang | 1990 tentang Izin
baru Perkawinan dan Perceraian
bagi PNS
8. | Tidak menunjukkan | Pasal 3 huruf f Peraturan
integritas dan | Pemerintah Nomor 94 Tahun
keteladanan 2021 tentang Disiplin PNS
9. | Melakukan pungutan | Pasal 3 huruf c¢ Peraturan
bukan sumbangan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin PNS
10. | Penyahgunaan narkotika | Pasal 87 ayat (2) dan (4)

Undang-Undang Nomor 5

12




Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara jo. Pasal 247
dan 250 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun
2011 yang diubah dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Manajemen PNS

Total

10

21

2022

Kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan

jam kerja

Pasal 4 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Melakukan perjalanan ke

luar negeri tanpa izin

Pasal 3 huruf c¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Tidak menaati segala
ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
tidak melaksanakan

tugas kedinasan denan

Pasal 3 huruf d dan e
Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

13




penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan

tanggung jawab

Menghilangkan Barang
Milik Negara

Pasal 4 huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Tidak menaati segala
ketentuan peraturan
perundang-undangan
(pemalsuan  Penetapan
Angka Kredit Fungsional
Guru)

Pasal 3 huruf d dan pasal 9
ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Perselingkuhan

Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang [zin
Perkawinan dan Perceraian

bagi PNS

Melakukan tindak pidana

Melakukan tindak pidana

penipuan

Pasal 87 ayat (2) dan (4)
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur

14




9. | Melakukan tindak pidana

korupsi

Sipil Negara jo. Pasal 247
dan 250 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun
2011 yang diubah dengan
Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2020

tentang Manajemen PNS
10. | Pelanggaran pada pasal | Pasal 238 Peraturan 1
238 PP Manajemen PNS | Pemerintah Nomor 17 Tahun
2011 tentang Manajemen
PNS
Total 23

Permasalahan hukum kepegawaian di BKD Provinsi Lampung sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 85 permasalahan

hukum kepegawaian, dengan tiga trend permasalahan berupa :

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 30 perkara;
b. Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 10 perkara; dan

c. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebanyak 8 perkara.

BKD Provinsi lampung telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sejak tahun 2021 dalam

penanganan pelanggaran disiplin PNS. Dengan demikian, 3 hal ini perlu menjadi fokus penanggulangan di wilayah kerja BKD Provinsi

Lampung.
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b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Boyolali (BKP2D) Kabupaten Boyolali

TAHUN

NO

JENIS
PELANGGARAN

DASAR HUKUM

JUMLAH PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN

BERAT

SEDANG

RINGAN

TINDAKAN
LAIN

JUMLAH

2020

Kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan

jam kerja

Pasal 3 angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

2

0

1

Tidak bekerja dengan
jujur, tertib, cemat, dan
bersemangat untuk

kepentingan negara

Pasal 3 angka 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Penyalahgunaan

wewenang

Pasal 4 angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Melakukan perceraian
tanpa izin atasan. PNS
yang akan melakukan
perceraian wajib
memperoleh izin atau

surat keterangan lebih

dahulu dari Pejabat

Pasal 3 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS
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Pemalsuan tanda tangan 1
Perselingkuhan Pasal 3 angka 6 Peraturan 1
Narkotika Pemerintah Nomor 53 Tahun 1
2010 tentang Disiplin PNS
Melakukan tindak | Peraturan Pemerintah 1
asusila Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS
Total 13
2021 Kewajiban masuk kerja | Pasal 3 angka 11 Peraturan 2
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
jam kerja 2010 tentang Disiplin PNS
Pasal 4 huruf f Peraturan 3
Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin PNS
Menjaminkan fasilitas | Pasal 4 angka 5 Peraturan 1
kantor untuk bermain | Pemerintah Nomor 53 Tahun
judi 2010 tentang Disiplin PNS
Tidak bekerja dengan | Pasal 3 angka 9 Peraturan 1

jujur, tertib, cemat, dan

Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS
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bersemangat untuk

kepentingan negara

Hidup bersama dengan
pria yang bukan
suaminya tanpa ikatan

yang sah

Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS

Pemalsuan tanda tangan

pada PAK

Pasal 3 huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Membantu membuat
dokumen layak sehat

secara ilegal

Pasal 3 huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Melanggar asas

netralitas

Pasal 3 angka 4, 6, 7
Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
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Melakukan perceraian
tanpa surat keterangan

Pasal 3 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Melakukan perceraian
tanpa surat keterangan.
PNS yang akan
melakukan perceraian
wajib memperoleh izin
atau surat keterangan
lebih  dahulu  dari

Pejabat atau atasannya

Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS

Total

11

19

2022

Melakukan perceraian
tanpa izin atasan. PNS
yang akan melakukan
perceraian wajib
memperoleh izin atau
surat keterangan lebih

dahulu dari atasan

Pasal 41 Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS
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2 Menyalahgunakan Pasal 5 huruf a Peraturan | 1 0 0 0 1
wewenang Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

3 Menjalani sanksi pidana | Peraturan Pemerintah | 1 0 0 0 1

dengan vonis hukuman | Nomor 11 Tahun 2017

penjara 3 tahun tentang Manajemen PNS
4 Kewajiban masuk kerja | Pasal 4 huruf f Peraturan | 0 1 0 0 1
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 94 Tahun
jam kerja 2021 tentang Disiplin PNS
Total 3 1 0 0 4

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKP2D Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah

sebanyak 36 perkara. Tiga trend permasalahan hukum kepegawaian adalah sebagai berikut :

a.

Pelanggaran terhadap aturan tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan jumlah perkara sebanyak 9
(Sembilan) perkara;

Kewajiban tentang bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebanyak 8 (Delapan) perkara; dan
PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 6 (Enam) perkara.

BKP2D Kabupaten Boyolali telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada tahun 2022.

Akan tetapi, ada catatan dalam penerapan hukum disiplin sedang yang tertuang dalam PP 94 Tahun 2021, yang mana khusus penerapan

hukuman disiplin sedang tetap menggunakan aturan tentang hukuman disiplin sedang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin PNS sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai
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berlaku. Hal ini berdasar pada Pasal 62 Peraturan Badan Kepala Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa :
Pasal 62

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa :

a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin
berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin
berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Dalam hal ini, BKP2D Kabupaten Boyolali telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tambahan
penghasilan sebesar 25% selama 12 bulan, terhadap pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa Indisipliner
20 hari kerja akumulatif, padahal regulasi tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS belum berlaku hingga laporan ini dibuat. Hal ini
telah disampaikan secara langsung kepada BKP2D Kabupaten Boyolali, untuk dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan PP 94 tahun
2021, khususnya pada penerapan hukuman disiplin sedang kedepannya. Kemudian, diharapkan BKP2D Kabupaten Boyolali dapat fokus
dalam penanggulangan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi frend di wilayah kerjanya tersebut.

¢. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar

TAHUN | NO JENIS DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN TINDAKAN | JUMLAH
PELANGGARAN HUKUMAN DISIPLIN LAIN
BERAT | SEDANG | RINGAN
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2020 Pelanggaran netralitas | Peraturan Pemerintah | 0 2 3
ASN Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Pelanggaran disiplin | Peraturan Pemerintah | 0 3 7
ASN Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Total 0 5 10
2021 Pelanggaran  disiplin | Peraturan Pemerintah | 46 4 54
ASN Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Peraturan Pemerintah | 1 0 1
Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS
Manipulasi data absensi | Peraturan Pemerintah | 0 16 16
Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Pelanggaran terkait | Peraturan Pemerintah | 0 8 8
administrasi Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin PNS
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Pelanggaran netralitas | Peraturan Pemerintah | 0 6 0 6
ASN Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Tindak pidana narkoba | Peraturan Pemerintah | 5 0 0 5
Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Tindak pidana penipuan | Peraturan Pemerintah | 1 0 0 1
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS
Tindak pidana umum Peraturan Pemerintah | 1 0 0 1
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS
Tindak pidana korupsi | Peraturan Pemerintah | 8 0 0 8
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS
Total 62 10 28 100
2022 Pelanggaran  disiplin | Peraturan Pemerintah | 7 0 1 8

ASN

Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS
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2. Pelanggaran kode etik

Peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2021

tentang Disiplin PNS
3. Kasus pidana Peraturan Pemerintah | 2 2
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS
4. Tindak pidana korupsi | Peraturan Pemerintah | 8 8
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS
Total 18 19

Berdasar pada data yang diperoleh dari BKPSDMD Kota Makassar, terdapat sebanyak 129 perkara kepegawaian sepanjang tahun 2020

sampai tahun 2022 di wilayah kerja BKPSDMD Kota Makassar. Tiga trend permasalahan hukum kepegawaian di BKPSDMD Kota Makassar
adalah:

a.

b.

Pelanggaran disiplin ASN dengan jumlah perkara sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara;

Terdapat sebanyak 16 perkara untuk dua macam permasalahan hukum kepegawaian, yaitu tindakan manipulasi data absensi kerja dan

tindak pidana korupsi; dan

Pelanggaran terhadap netralitas ASN sebanyak 9 (Sembilan) perkara.

Untuk data yang diperoleh dari BKPSDMD Kota Makassar, masih berupa data permasalahan hukum kepegawaian secara umum.

BKPSDMD Kota Makassar telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam

penanganan pelanggaran disiplin PNS pada tahun 2022. Kemudian, BKPSDMD Kota Makassar diharapkan dapat fokus dalam

penanggulangan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend pada wilayah kerjanya tersebut.
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d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang

TAHUN

NO

JENIS
PELANGGARAN

DASAR HUKUM

JUMLAH PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN

BERAT | SEDANG

RINGAN

TINDAKAN
LAIN

JUMLAH

2020

Kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan

jam kerja

Pasal 3 angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

0 0

Melakukan perceraian
tanpa izin atasan. PNS
yang akan melakukan
perceraian wajib
memperoleh izin atau
surat keterangan lebih
dahulu dari Pejabat atau

atasannya

Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas
Pemerintah

10 Tahun 1983

Peraturan
Nomor
tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS

Total

2021

PNS diberhentikan tidak
dengan hormat karena
dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan

Pasal 87 ayat (4) huruf b
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
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putusan pengadilan
yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap
karena melakukan
tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang
ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau
pidana umum, dalam hal
ini  tindak  pidana

korupsi

Kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan

jam kerja

Pasal 3 angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Total

2022

PNS diberhentikan tidak
dengan hormat karena
dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan

Pasal 87 ayat (4) huruf b
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
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putusan pengadilan
yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap
karena melakukan
tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang
ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau

pidana umum

2. Kewajiban masuk kerja | Pasal 3 angka 11 Peraturan | 3 0 0 0 3
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
jam kerja 2010 tentang Disiplin PNS

3. Ditahan menjadi | Pasal 276 huruf ¢ Peraturan | 0 0 0 4 4

tersangka tindak pidana, | Pemerintah Nomor 11 Tahun
sehingga diberhentikan | 2017 tentang Manajemen
sementara menjadi PNS | PNS

Total 4 0 0 4 8

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang sebanyak 14 (empat belas) perkara sepanjang

tahun 2020 sampai tahun 2022, merupakan instansi dengan tingkat permasalahan hukum kepegawaian terendah diantara 6 (enam) instansi
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pemerintahan daerah lainnya yang dipilih sebagai obyek survei permasalahan hukum kepegawaian. Tiga frend permasalahan hukum
kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) perkara;

b. PNS melakukan tindak pidana, sebanyak 6 (enam) perkara; dan

c. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) perkara.

Berdasar pada data yang diperoleh, BKPSDM Kabupaten Sumedang belum mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS baik pada tahun 2021 maupun tahun
2022. Diharapkan BKPSDM Kabupaten Sumedang dapat segera mengimplementasikan regulasi terbaru tentang disiplin PNS tersebut dalam
penanganan permasalahan hukum kepegawaian, serta dapat fokus dalam penanganan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi
trend di wilayah kerjanya sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 lalu. Sehingga tidak terulang lagi permasalahan hukum kepegawaian
yang sama di BKPSDM Kabupaten Sumedang.

e. BKPSDM Kota Yogyakarta

TAHUN | NO JENIS DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN TINDAKAN | JUMLAH
PELANGGARAN HUKUMAN DISIPLIN LAIN
BERAT | SEDANG | RINGAN

2020 1. Kewajiban masuk kerja | Pasal 3 angka 11 Peraturan | 4 2 11 0 17

dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 53 Tahun

jam kerja 2010 tentang Disiplin PNS

2. Kewajiban menjunjung | Pasal 3 angka 6 Peraturan | 2 2 0 0 4
tinggi kehormatan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
negara, pemerintah, dan | 2010 tentang Disiplin PNS
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martabat PNS. Contoh :

Perselingkuhan.

Melakukan perceraian
tanpa izin atasan. PNS
yang akan melakukan
perceraian wajib
memperoleh izin atau
surat keterangan lebih

dahulu dari Pejabat

Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS

Total

11

22

2021

Kewajiban menjunjung
tinggi kehormatan
negara, pemerintah, dan

martabat PNS

Pasal 3 angka 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Kewajiban bekerja
dengan jujur, tertib,
cermat, dan
bersemangat untuk

kepentingan negara

Pasal 3 angka 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS
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Kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan

jam kerja

Pasal 3 angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Pasal 4 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Menyalahgunakan

wewenang

Pasal 4 angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Kewajiban

melaksanakan tugas
kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan

tanggung jawab

Pasal 3 huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Total

2022

Kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan

jam kerja

Pasal 4 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

Total
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Permasalahan hukum kepegawaian pada wilayah kerja BKPSDM Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak

39 perkara, dengan tiga trend permasalahan hukum kepegawaian berupa :

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 28 perkara;

b. Pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebanyak 6 perkara; dan

c. Pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

sebanyak 2 perkara.

BKPSDM Kota Yogyakarta telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan

pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Kemudian, BKPSDM Kota Yogyakarta dapat melakukan tindakan penanggulangan terhadap

tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah kerjanya pada tahun 2020 sampai tahun 2022, dan diharapkan tidak

ada lagi permasalahan hukum kepegawaian yang sama terulang lagi di kemudian hari.

f. BKPSDM Kabupaten Malang

TAHUN | NO JENIS DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN TINDAKAN | JUMLAH
PELANGGARAN HUKUMAN DISIPLIN LAIN
BERAT | SEDANG | RINGAN
2020 1. Ditahan menjadi | Pasal 276 huruf ¢ Peraturan | 0 0 0 5 5
tersangka tindak pidana, | Pemerintah Nomor 11 Tahun
sehingga diberhentikan | 2017 tentang Manajemen
sementara menjadi PNS | PNS
2. PNS diberhentikan tidak | Pasal 87 ayat (4) huruf b |3 0 0 0 3
dengan hormat karena | Undang-Undang Nomor 5
dihukum penjara atau
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kurungan berdasarkan
putusan pengadilan
yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap
karena melakukan
tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang
ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau
pidana umum, dalam hal
ini  tindak  pidana
korupsi dan menguasai

narkotika

Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara

Melakukan perceraian
tanpa izin bupati. PNS
yang akan melakukan
perceraian wajib
memperoleh izin atau
surat keterangan lebih

dahulu dari Pejabat

Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983
tentang [zin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS
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Kewajiban masuk kerja | Pasal 3 angka 11 Peraturan | 8 0 8
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
jam kerja 2010 tentang Disiplin PNS
Perselingkuhan dan | Pasal 14 Peraturan | 4 5 9
Penikahan Siri Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983

tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS
Tidak bekerja dengan | Pasal 3 angka 9 Peraturan | 1 1 3
jujur, tertib, cemat, dan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
bersemangat untuk | 2010 tentang Disiplin PNS
kepentingan negara
Prostitusi online, yaitu | Pasal 3 angka 6 Peraturan | 0 1 1
VCS (Video Call Sex) | Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS
Dugaan Pasal 4 angka 1 Peraturan | 0 0 3
penyalahgunaan Pemerintah Nomor 53 Tahun
anggaran dan pungli 2010 tentang Disiplin PNS

Total 17 15 41
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2021 1. Melakukan perceraian | Pasal 41 Peraturan
tanpa izin bupati. PNS | Pemerintah Nomor 94 Tahun
yang akan melakukan | 2021 tentang Disiplin PNS

perceraian wajib
memperoleh izin atau
surat keterangan lebih
dahulu dari Pejabat atau

atasannya

2. PNS diberhentikan tidak | Pasal 87 ayat (4) huruf b
dengan hormat karena | Undang-Undang Nomor 5
dihukum penjara atau | Tahun 2014 tentang Aparatur
kurungan berdasarkan | Sipil Negara

putusan pengadilan
yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap
karena melakukan
tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang

ada hubungannya




dengan jabatan dan/atau
pidana umum, dalam hal
ini  tindak  pidana

korupsi

Kewajiban masuk kerja

dan menaati ketentuan

Pasal 3 angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Pasal 41 Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

jam kerja
Perselingkuhan dan
KDRT

Lalai dalam

menjalankan tugas dan

fungsinya

Pasal 3 angka 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Pungli

Pasal 4 angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS

Tidak bekerja dengan
jujur, tertib, cemat, dan
bersemangat untuk

kepentingan negara

Pasal 3 angka 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS
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Netralitas PNS Pasal 4 Peraturan 1 1
Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS
Total 14 25
2022 Kewajiban masuk kerja | Pasal 4 huruf f Peraturan 0 7
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 94 Tahun
jam kerja 2021 tentang Disiplin PNS
Pungli Pasal 5 huruf g Peraturan 1 1
Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin PNS
Perselingkuhan dan | Pasal 14 Peraturan 0 2
Pernikahan siri Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi PNS
Tidak menaati ketentuan | Pasal 3 huruf d Peraturan 0 1

peraturan  perundang-

undangan

Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS
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Mempunyai hubungan
istimewa dengan lelaki
atau perempuan yang

bukan pasangan sah nya

Pasal 3 huruf d dan f
Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

Pelecehan dan KDRT

Pasal 3 huruf d dan f
Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

Pelanggaran  disiplin
terkait kejadian
kanjuruhan/ tragedi
kemanusiaan di stadion
Kanjuruhan Kabupaten

Malang

Pasal 276 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017

Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

Penemuan barang yang
tidak pantas dalam

penguasaan pihak

Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS jo
Peraturan Bupati Nomor 198

Tahun 2020

Total

14

17
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BKPSDM Kabupaten Malang menangani permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 83 permasalahan sepanjang tahun 2020 sampai

tahun 2022, dengan tiga trend permasalahan hukum kepegawaian sebagai berikut :

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 18 perkara;

b. PNS yang melakukan perselingkuhan dan nikah siri sebanyak 17 perkara; dan

c. PNS yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 15 perkara.

BKPSDM Kabupaten Malang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam

penanganan pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Terhadap tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah

kerja BKPSDM Kabupaten Malang, diharapkan dapat dilakukan tindakan penanggulangan terhadap permasalahan hukum kepegawaian

tersebut, sehingga dapat menurunkan angka permasalahan hukum kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Malang di masa mendatang.

g. BKPSDM Kota Mataram

TAHUN | NO JENIS DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN TINDAKAN | JUMLAH
PELANGGARAN HUKUMAN DISIPLIN LAIN
BERAT | SEDANG | RINGAN
2020 1. Kewajiban masuk kerja | Pasal 3 angka 11 Peraturan | 0 2 0 0 2
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
jam kerja 2010 tentang Disiplin PNS
3. Pelanggaran  terhadap | Pasal 9 angka 2 Undang- | 0 1 0 9 10
netralitas ASN Undang Nomor 5 Tahun
2014 jo SKB Menpan-RB,
Mendagri, Kepala BKN,
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Ketua KASN, dan Ketua

Bawaslu
Mengedarkan narkoba | Pasal 87 ayat (4) Undang- 1
Undang Nomor 5 Tahun
2014 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS
Total 13
2021 Kewajiban masuk kerja | Pasal 3 angka 11 Peraturan 3
dan menaati ketentuan | Pemerintah Nomor 53 Tahun
jam kerja 2010 tentang Disiplin PNS
Kasus pernikahan Pasal 3 huruf f Peraturan 1
Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin PNS
Total 4
2022 Kewajiban masuk kerja | Pasal 4 huruf f Peraturan 5

dan menaati ketentuan

jam kerja

Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS
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2. Kasus pernikahan Pasal 3 huruf f Peraturan | 1 0 0 0 1
Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS

3. Perselingkuhan Pasal 3 huruf d dan huruf f | 1 0 0 0 1
Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

Total 4 3 0 0 7

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKPSDM Kota Mataram sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak
24 perkara, dengan tiga trend permasalahan hukum kepegawaian berupa :
a. Terdapat dua permasalahan dengan banyak perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara, pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja, serta pelanggaran terhadap netralitas ASN;
b. Kasus pernikahan dan perselingkuhan sebanyak 3 (tiga) perkara; dan
c. PNS yang mengedarkan narkoba sebanyak 1 (satu) perkara.

BKPSDM Kota Mataram telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam
penanganan pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Kemudian, BKPSDM Kota Mataram diharapkan dapat melakukan tindakan
penanggulangan terhadap tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah kerjanya, sehingga tidak ada lagi
permasalahan hukum kepegawaian di masa mendatang.

. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Permasalahan Hukum Kepegawaian
Berdasar pada data di atas, berikut hasil inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian secara umum yang terjadi pada instansi

wilayah inventarisasi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 :
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NO INSTANSI TAHUN TOTAL TREND PERMASALAHAN
2020 2021 2022 HUKUM KEPEGAWAIAN
1 Pemerintah Kabupaten 13 perkara | 19 perkara | 4 perkara 36 perkara . Pelanggaran terhadap aturan tentang
Boyolah (BKPPD Kab. kewajiban masuk kerja dan menaati
Boyolali)
ketentuan jam kerja;

. Kewajiban tentang bekerja dengan
jujur, tertib, cemat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara; dan

. PNS melakukan perceraian tanpa
izin pejabat yang berwenang.

2 Pemerintah Kabupaten 2 perkara | 4 perkara 8 perkara 14 perkara . Pelanggaran terhadap kewajiban
Sumedang (BKPSDM masuk kerja dan ketentuan jam
Kab. Sumedang) L ]
kerja;

. PNS melakukan tindak pidana;

. PNS melakukan perceraian tanpa
izin pejabat yang berwenang.

3 Pemerintah Kota 22 perkara | 9 perkara 8 perkara 39 perkara . Pelanggaran terhadap kewajiban
Yogyakarta (BKPSDM . .
Kota Yogyakarta) masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja;
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. Pelanggaran terhadap kewajiban

menjunjung  tinggi  kehormatan
negara, pemerintah, dan martabat

PNS;

. Pelanggaran terhadap kewajiban

melaksanakan  tugas  kedinasan
dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung

jawab.

Pemerintah Kabupaten
Malang (BKPSDM Kab.
Malang)

41 perkara

25 perkara

17 perkara

83 perkara

. Pelanggaran terhadap kewajiban

masuk kerja dan menaati ketentuan

jam kerja;

. PNS yang melakukan

perselingkuhan dan nikah siri;

. PNS yang melakukan perceraian

tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pemerintah Kota Makassar
(BKPSDMD Kota
Makassar)

10 perkara

100 perkara

19 perkara

129 perkara

. Pelanggaran disiplin ASN;

. Tindakan manipulasi data absensi

kerja dan tindak pidana korupsi; dan

. Pelanggaran terhadap netralitas

ASN.
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. Kasus

6 Pemerintah Provinsi 41 perkara | 21 perkara 23 perkara 85 perkara . Pelanggaran terhadap kewajiban
Eampung (BKD Provinsi masuk kerja dan menaati ketentuan
ampung)
jam kerja;
. Tidak menaati segala ketentuan
peraturan perundang-undangan;
. Tidak  memberikan  pelayanan
sebaik-baiknya kepada masyarakat.
7 Pemerintah Kota Mataram | 13 perkara | 4 perkara 7 perkara 24 perkara . Pelanggaran terhadap kewajiban
(BKPSDM Kota Mataram)

masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja, serta pelanggaran
terhadap netralitas ASN;

pernikahan dan

perselingkuhan;

. PNS yang mengedarkan narkoba.

Berdasar pada data di atas, BKPSDMD Kota Makassar merupakan instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek pengumpulan data

dengan penanganan permasalahan hukum kepegawaian tertinggi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan total 129 perkara.

Sementara itu, BKPSDM Kabupaten Sumedang menangani permasalahan hukum kepegawaian terendah dengan jumlah permasalahan

hukum kepegawaian sebanyak 14 perkara sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022. Secara umum, enam dari tujuh instansi pemerintah

daerah yang menjadi obyek lokasi survei, telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam

mengimplementasikan PP Disiplin PNS tersebut adalah BKPSDM

penanganan pelanggaran disiplin PNS. Satu instansi yang belum

Kabupaten Sumedang.
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Untuk tiga trend permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 dari tujuh instansi tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja;
b. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang;
c. Perselingkuhan dan nikah siri PNS.
Secara umum, permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi di 7 (tujuh) instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek

pengumpulan data, tergambar pada data berikut :

No Instansi Jenis Pelanggaran Hukum Kepegawaian Total
Pelanggaran | Pelanggaran | Melakukan | Pelanggaran Tidak Perkawinan
Netralitas Disiplin Tindak Kode Etik menaati dan
Pidana ketentuan Perceraian
peraturan PNS
perundang-
undangan
BKPPD Kab. Boyolali 4 20 2 0 1 9 36
2. BKPSDM Kab. Sumedang 0 7 6 0 0 1 14
3. BKPSDM Kota Yogyakarta 0 38 0 0 0 1 39
4. BKPSDM Kab. Malang 1 35 13 0 1 33 83
5. BKPSDMD Kota Makassar 9 94 25 1 0 0 129
6. BKD Prov. Lampung 6 59 6 0 10 4 85
7. BKPSDM Kota Mataram 10 10 1 0 0 3 24
Total : 30 263 53 1 12 51 410
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Grafik Permasalahan Hukum Kepegawaian
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C. Analisa Permasalahan Hukum Kepegawaian

Penegakan disiplin PNS merupakan upaya untuk mewujudkan PNS yang berintegritas
moral, profesional, dan akuntabel, juga untuk mendorong PNS lebih produktif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan regulasi tentang disiplin PNS juga dianggap
perlu dalam penegakan disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan
kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin
dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar dapat
mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kedepannya.

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 lalu. Permasalahan hukum kepegawaian yang
menjadi obyek inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian adalah permasalahan
hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, sehingga pada proses
penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian digunakan dua regulasi yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS untuk penyelesaian permasalahan
hukum kepegawaian pada tahun 2020 sampai permasalahan hukum kepegawaian yang
terjadi sebelum 31 Agustus 2021, dan Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
PNS untuk permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi pada 31 Agustus 2021 hingga
saat ini. Enam dari tujuh instansi pemerintah daerah yang menjadi lokasi pengumpulan data

permasalahan hukum kepegawaian, telah menerapkan PP 94 Tahun 2021 dalam penanganan
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permasalahan hukum kepegawaian terhitung pada tahun 2021 sampai tahun 2022, hanya
BKPSDM Kabupaten Sumedang yang belum menerapkan PP Disiplin PNS terbaru tersebut
dalam penanganan permasalahan hukum kepegawaian tahun 2022.
Permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend sepanjang tahun 2020 sampai
tahun 2022, sebagai berikut :
1. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja
Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja merupakan
jenis pelanggaran permasalahan hukum kepegawaian dengan angka tertinggi dari tujuh
instansi pemerintah daerah yang telah dilakukan pengumpulan data secara langsung.
Secara umum, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang mendominasi baik di
lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelanggaran ini, bisa terjadi
dikarenakan oleh berbagai macam faktor, diantaranya sebagai berikut :
a. Pengaruh budaya organisasi
Budaya organisasi di suatu instansi pemerintah sangat berpengaruh bagi
kedisiplinan kerja pegawainya. Dimana budaya organisasi yang telah menjadi
kebiasaan dalam jangka waktu lama biasanya sulit untuk dirubah. Budaya organisasi
memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan perilaku anggota
organisasi terutama perilaku disiplin mereka. Karena Budaya organisasi adalah nilai-
nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja, maka dengan jelas budaya
organisasi akan mengarahkan bagaimana anggotanya berperilaku. Budaya perilaku
yang baik dan kuat akan sangat kuat menentukan perilaku pegawai. Nilai-nilai
kejujuran, etos kerja tinggi, dan nilai-nilai lainnya yang mendukung penerapan
disiplin apabila dihayati dan diterapkan oleh para anggota organisasi akan mampu
membentuk perilaku disiplin anggotanya, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian
budaya organisasi menjadi faktor yang penting dalam membentuk perilaku disiplin
pegawai.
b. Pengaruh kepemimpinan
Gaya kepemimpinan seorang atasan sangat berpengaruh pada tingkat
kedisiplinan pegawainya. Karena gaya kepemimpinan juga berpengaruh pada budaya
organisasi di wilayah lingkungan kerjanya, hal ini merupakan akibat dari
mengikatnya suatu keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin
terhadap budaya kerja di lingkungannya. Jika seorang pemimpin memiliki
kepemimpinan yang tegas terhadap aturan, efektif dalam melakukan pengawasan,

konsisten dan tegas dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama,
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serta memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga dapat menjadi
teladan bagi bawahannya, tentu akan menghasilkan budaya kerja yang baik. Dimana
salah-satu ciri budaya kerja yang baik adalah rendahnya tingkat pelanggaran disiplin
di wilayah lingkungan kerjanya. Selain itu pimpinan merupakan teladan bagi
bawahannya, sehingga diharapkan seorang pemimpin dapat memberi contoh teladan
yang baik bagi bawahannya. Dengan demikian, kepemimpinan seorang atasan
memiliki peran dalam menentukan tingkat kedisiplinan kerja di suatu wilayah
lingkungan kerja.
Sanksi penjatuhan hukuman disiplin yang tidak tegas

Hal ini merupakan akibat dari gaya kepemimpinan seorang atasan yang kurang
baik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pemberian sanksi terhadap suatu
pelanggaran hukum kepegawaian bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap
pelanggar hukum kepegawaian, sebagai upaya pencegah berupa pembelajaran
terhadap pegawai lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, serta
memelihara terlaksananya peraturan hukum kepegawaian yang berlaku. Jika
penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum kepgawaian tidak tegas, tentu tidak
dapat terlaksanya tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum
kepegawaian tersebut. Penjatuhan hukuman disiplin harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, baik dari tata cara penjatuhan hukuman disiplin maupun tingkat
hukuman disiplin yang akan diberikan kepada pelanggar. Sehingga, pejabat yang
berwenang menghukum wajib mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh PNS
yang bersangkutan sebelum menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan,
sehingga terlaksananya regulasi tentang disiplin PNS sebagaimana mestinya.
. Lunturnya kedisiplinan PNS

Selain faktor-faktor di atas, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
hukum kepegawaian adalah faktor pada individu PNS itu sendiri, yakni rendahnya
tingkat kedisiplinan serta kesadaran terhadap hukum pada diri PNS tersebut.
Sehingga, tidak ada timbul rasa malu kepada rekan kerja atau atasan terhadap
pelanggaran hukum kepegawaian yang dilakukan karena sudah berkurangnya rasa
kedisiplinan pada diri pribadi PNS tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan
lingkungan kerja yang sudah membiasakan terjadinya pelanggaran hukum
kepegawaian khususnya pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan
jam kerja. Sehingga mempengaruhi budaya kerja terutama kebiasaan pada kewajiban

masuk kerja dan ketentuan jam kerja di wilayah lingkungan kerjanya.
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Demikian beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban
masuk kerja dan ketentuan jam kerja berdasar pada hasil wawancara secara langsung
terhadap tujuh instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek pengumpulan data.
Terhadap faktor penyebab tersebut dapat kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
a. Setiap instansi dapat menciptakan budaya organisasi yang baik, sehingga dapat

terwujudnya budaya kerja yang baik.

b. Seorang pimpinan diharapkan untuk lebih menanamkan dan menerapkan jiwa
kepemimpinan di lingkungan kerjanya.

c. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian, dalam hal ini terhadap
pelanggaran kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja yang tegas dan
konsisten.

d. Penanaman nilai-nilai dasar ASN BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta peningkatan
kesadaran terhadap hukum dan kedisiplinan kepegawaian pada individu PNS
tersebut. Sehingga timbulnya kesadaran pada masing-masing PNS untuk turut serta
dalam penegakkan hukum kepegawaian serta turut melakukan pengawasan terhadap
penegakkan hukum di wilayah lingkungan kerjanya.

Penerapan hukuman terhadap PNS yang tidak mematuhi kewajiban masuk kerja
dan ketentuan jam kerja diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana penjatuhan
hukuman disiplinnya diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dari
hukuman tingkat ringan sampai hukuman tingkat berat.

Bahwa berdasarkan dengan Pasal 8§ ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021, hukuman paling berat terhadap pelanggaran disiplin adalah PNS diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sementara pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri merupakan hukuman paling berat terhadap pelanggaran
disiplin PNS. Berdasar pada ketentuan di atas, maka dibutuhkan adanya pemberian
pemahaman secara lebih menyeluruh dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah
terhadap perubahan-perubahan yang ada dikarenakan adanya regulasi terbaru, sehingga

tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum penegakan disiplin PNS.
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Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Ketentuan Masuk Kerja dan Jam

Kerja
PP Nomor 53 Tahun 2010 PP Nomor 94 Tahun 2021
Kategori %algllz II;|nukuman Kategori | Jenis Hukuman Disiplin
Pelanggaran HD Ringan Pelanggaran HD Ringan
5 Teguran Lisan 3 Teguran Lisan
hari kerja hari kerja
6-10 Teguran Tertulis 4-6 Teguran Tertulis
hari kerja hari kerja
11-15 Pernyataan tidak puas 7-10 Pernyataan tidak puas
hari kerja | secara tertulis hari kerja | secara tertulis
HD Sedang HD Sedang
16-20 Penundaan kenaikan 11-13 Pemotongan tunjangan
hari kerja | gajiberkalaselama1 | harikerja | kinerja sebesar 25%
(satu) tahun selama 6 bulan
21-25 Penundaan 14-16 Pemotongan tunjangan
hari kerja | kenaikan pangkat hari kerja | kinerja sebesar 25%
selama 1 (satu) selama 9 bulan
Tahun
26-30 Penurunan pangkat 17-20 Pemotongan tunjangan
hari kerja | setingkat lebih hari kerja | kinerja sebesar 25%
rendahselama 1 selama 12 bulan
(satu) tahun
HD Berat HD Berat
31-35 Penurunan pangkat 21-24 Penurunan jabatan
hari kerja | setingkat lebih rendah | hari kerja | setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun selama 12 bulan
36-40 Pemindahan dalam 28 Pemberhentian dengan
hari kerja | rangka penurunan hari kerja | hormat tidak atas
jabatansetingkat ataulebih | permintaan sendiri
lebih rendah sebagai PNS
41-45 Pembebasan dari 10 Pemberhentian dengan
hari kerja | Jabatan hari kerja | hormat tidak atas
terus permintaan sendiri
menerus | sebagai PNS
46 Pemberhentian
hari kerja | dengan hormat
ataulebih tidak atas
permintaan sendiri
ataupemberhentian
tidak
dengan hormat

Terdapat catatan khusus pada penerapan hukuman disiplin tingkat sedang pada PP

94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yaitu penerapan hukuman disiplin sedang tetap
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menggunakan aturan tentang hukuman disiplin sedang pada Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sampai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Hal ini berdasar pada Pasal 62 Peraturan Badan Kepala Negara Nomor 6 Tahun 2022

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa :

Pasal 62

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang
berupa :

a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua
belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan,

dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Hingga laporan ini dibuat, belum ada regulasi terbaru terkait gaji, tunjangan, dan
fasilitas bagi PNS. Sehingga, khusus hukuman disiplin tingkat sedang, tetap mengacu
pada hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) PP 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu berupa:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang

Perceraian PNS diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990
menyatakan bahwa “PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau
surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”. Berdasar pada ketentuan tersebut, jelas

bahwa seorang PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat
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keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga perceraian tanpa izin dari pejabat yang

berwenang merupakan pelanggaran hukum kepegawaian. Pelanggaran ini menduduki

posisi kedua yang menjadi trend permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun

2020 sampai tahun 2022 lalu di 7 (tujuh) instansi pemerintah yang menjadi obyek

pengumpulan data.

Banyak alasan timbulnya permasalahan perceraian PNS tanpa izin dari pejabat

yang berwenang, diantara lain sebagai berikut :

a.

PNS yang akan melakukan perceraian tidak mengetahui dan memahami adanya
regulasi yang mengatur tentang perceraian PNS, terutama ketentuan Pasal 3 ayat (1)
PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang
mewajibkan seorang PNS yang akan melakukan perceraian untuk memperoleh izin
melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang.

Hakim yang menangani perkara perceraian PNS yang bersangkutan tidak terlalu
mementingkan urusan administrasi atau ingin proses beracara di pengadilan untuk
cepat selesai, serta hakim yang lebih mengedepankan alasan-alasan perceraian
daripada administrasi perceraian, sehingga tidak mementingkan adanya surat izin
dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian.

PNS yang akan melakukan perceraian merasa malu terhadap perceraian di rumah
tangganya. Hal ini berkaitan dengan karakter pribadi PNS tersebut, seperti karakter
PNS yang tidak suka bercerita terkait permasalahan pribadi yang dihadapi atau
menganggap bahwa perceraian merupakan aib yang tidak enak untuk dibahas dengan
orang lain termasuk atasannya, bisa juga PNS tersebut tidak ingin perceraiannya
diketahui oleh khalayak ramai terutama rekan kerjanya.

PNS yang bersangkutan tidak ingin proses perceraiannya menjadi terhambat atau
bahkan gagal dikarenakan tidak memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan
perceraian. Karena pejabat berwenang melakukan upaya damai bagi kedua belah
pihak untuk menghindari perceraian, sehingga ia boleh menolak untuk memberi izin
melakukan perceraian setelah menimbang alasan-alasan yang diajukan oleh PNS
untuk melakukan perceraian.

Prosedur untuk memperoleh izin dari pejabat yang dianggap akan memperlambat
proses perceraian PNS tersebut. Karena pemberian izin perceraian memiliki proses
yang cukup panjang, dimana sebelum memberikan keputusan sebagai jawaban dari
surat permintaan izin perceraian pejabat terlebih dahulu diharuskan untuk sedapat

mungkin memperbaiki hubungan suami istri yang bersangkutan dengan cara
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memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasihat secara pribadi, dan
apabila tempat suami atau istri yang bersangkutan berjauhan, pejabat bisa
memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan
kembali suami istri tersebut, pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serta rangkaian proses lainnya sebelum
dikeluarkannya surat izin melakukan perceraian bagi PNS tersebut.

Alasan PNS untuk melakukan perceraian yang tidak dapat diterima oleh pejabat
ataupun regulasi tentang perceraian PNS. Berikut beberapa alasan-alasan sah untuk
melakukan perceraian berdasar pada huruf III angka 2 Surat Edaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil :

a) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:

1) Keputusan pengadilan;

2) Surat penyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah
dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh
pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat;

3) Perzinahan itu dilakukan oleh satu pihak (suami/istri) dengan tertangkap
tangan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang mengetahui secara
tertangkap tangan itu membuat laporan.

b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan
yang dibuktikan dengan:

1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang telah
mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib
serendah-rendahnya Camat.

2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan, bahwa menurut
hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat atau
penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.

¢) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala
kelurahan/ kepala desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-

rendahnya camat.
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d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan
dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter
pemerintah.

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan kepala kelurahan/ kepala desa yang disahkan oleh
pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.

Terhadap beberapa alasan terjadinya permasalahan kepegawaian berupa PNS
melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang di atas, dapat
direkomendasikan tindakan penanggulangan terhadap pelanggaran dan upaya
pencegahan untuk terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan berupa:

a. Perlu diadakannya sosialisasi terkait regulasi tentang perceraian PNS. Hal ini
dianggap penting karena regulasi ini merupakan regulasi lama, yang mungkin tidak
banyak PNS mengetahui, terutama dikalangan PNS baru serta regulasi ini merupakan
regulasi terkait kepentingan personal. Sehingga, PNS baru akan membaca dan
memahami jika memiliki kepentingan terhadap regulasi tersebut.

b. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk dapat melakukan
pendekatan kepada bawahan yang akan melakukan perceraian, sehingga PNS yang
akan melakukan perceraian dapat leluasa menceritakan permasalahan rumah tangga
yang sedang dihadapinya, dan atasan dapat memberi masukan atau saran yang baik
untuk kelangsungan rumah tangga PNS tersebut.

c. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk dapat memberikan
keputusan terkait pemberian atau penolakan izin melakukan perceraian yang diajukan
oleh PNS bersangkutan secepatnya setelah mendapatkan pertimbangan, sehingga
tidak menghambat proses perceraian tersebut.

d. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk lebih bijaksana dalam
menanggapi permohonan izin melakukan perceraian, sehingga pimpinan atau atasan
wajib berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam pemberian atau penolakan izin
melakukan perceraian tersebut, dengan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian
yang diajukan, apakah telah sesuai dengan regulasi serta alasan yang dapat diterima

oleh kebiasaan pada masyarakat umumnya.
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3. Perselingkuhan dan Nikah Siri PNS

Larangan perselingkuhan PNS merujuk pada ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya
atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang
sah”. Adapun yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan
sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah seolah-olah merupakan suatu
rumah tangga. Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah dijatuhi salah satu hukuman
disiplin berat.

Banyak faktor penyebab terjadinya perselingkuhan, diantara lain sebagai berikut:
a. Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai

macam hal, seperti pertengkaran rumah tangga yang terjadi terus menerus, acuh
terhadap pasangan, perasaan jenuh terhadap pasangan, dan lain sebagainya.
Permasalahan ini terus terjadi berulang tanpa ada solusi atau penyelesaian dari suami
ataupun istri.

b. Merasa tidak terpuaskan secara seksual maupun emosional dari pasangannya.

c. Tingkat keimanan dan pengendalian diri individu PNS yang lemah. Seseorang
dengan spiritual dan pengendalian yang bagus, biasanya akan lebih cakap dan
bijaksana dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Karena dia memiliki
pedoman dalam menjalani kedihupan ini, yaitu alkitab menurut kepercayaan masing-
masing. Sehingga, tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi seperti
perselingkuhan.

d. Peluang untuk masuknya orang ketiga yang terbuka lebar dalam suatu hubungan
rumah tangga. Hal ini bisa terjadi melalui lingkungan kerja, seperti seseorang yang
terlalu mudah untuk curhat dengan lawan jenisnya, sehingga timbullah rasa nyaman
satu dengan yang lain.

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan
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yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar
pencatatan. Adapun fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk
menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum,
kemudahan hukum, dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama sesuai dengan syarat
dan rukun pernikahannya, namun tidak dinyatakan secara umum dan tidak dicatatkan di
hadapan negara, singkatnya hanya dilakukan secara agama saja. Nikah siri tidak
didaftarkan/dicatatkan pada KUA ataupun catatan sipil akibatnya nikah siri tidak
mempunyai legalitas formal dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga nikah siri bukan pernikahan
yang sah di mata negara.

Faktor penyebab PNS melakukan nikah siri bisa dikarenakan oleh beberapa hal,
antara lain sebagai berikut:

a. Pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan, umurnya belum mencapai 19
tahun, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

b. Pernikahan yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak.

c. Terikat pada suatu perjanjian kedinasan yang menyatakan bahwa belum pernah
melakukan pernikahan.

Perselingkuhan dan nikah siri merupakan permasalahan hukum kepegawaian yang
menitikberatkan pada ranah pribadi seorang PNS. Sehingga, untuk penanganan
permasalahan yang sudah terjadi dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi hukum
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diharapkan dengan dijatuhi sanksi yang sesuai dapat memberi efek jera bagi pelaku dan
pegawai lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Sementara, tindakan pencegahan
untuk tidak lagi terulang permasalahan yang sama di kemudian hari lebih dititikberatkan
kepada penguatan karakter masing-masing individu itu sendiri, seperti peningkatan
kesadaran akan status PNS yang dimiliki untuk tetap menjaga marwah diri pribadi di
mata masyarakat, serta peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan pengendalian diri agar

dapat menjalani hidup sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
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D. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Disiplin PNS

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakkan disiplin PNS adalah sebagai

berikut :

1.

Budaya organisasi di wilayah lingkungan kerja yang tidak bagus. Hal ini berpengaruh
pada upaya penegakkan disiplin PNS di wilayah tersebut. Karena budaya organisasi
yang bagus akan menghasilkan pegawai yang disiplin dan taat aturan, begitupun
sebaliknya. Komitmen dari semua pihak baik itu pimpinan maupun bawahan untuk
konsisten dalam penegakkan disiplin PNS di wilayah kerjanya juga merupakan kunci
utama dalam menciptakan budaya kerja yang bagus.

Karakter secara personal oknum PNS yang tidak bagus, sehingga tidak mendukung
jalannya penegakan disiplin di lingkungan kerjanya, serta dapat memberi dampak tidak
baik kepada rekan kerjanya yang didukung dengan penjatuhan hukum disiplin yang
tidak tegas.

Kurang luasnya pengetahuan personal oknum PNS terkait dengan regulasi yang
mengatur tentang PNS, baik itu regulasi mengenai perkawinan dan perceraian PNS,
disiplin PNS, dan lain sebagainya.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum
kepegawaian, terutama teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS, sekaligus dengan peraturan pelaksanaan lainnya bagi aparat

penegak disiplin PNS;
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BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Simpulan terhadap kegiatan analisis dan inventarisasi permasalahan hukum
kepegawaian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian terhadap tujuh
instansi pemerintah (BKD Provinsi Lampung, BKP2D Kabupaten Boyolali, BKPSDMD
Kota Makassar, BKPSDM Kabupaten Sumedang, BKPSDM Kota Yogyakarta,
BKPSDM Kabupaten Malang, dan BKPSDM Kota Mataram), terdapat tiga
permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend sepanjang tahun 2020 sampai
tahun 2022 adalah :

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja;
b. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang;
c. Perselingkuhan dan nikah siri PNS.

2. Permasalahan yang dihadapi instansi dalam penegakan hukum kepegawaian di wilayah
kerjanya adalah sebagai berikut :

a. Pengaruh budaya organisasi di wilayah lingkungan kerjanya;

b. Pengaruh gaya kepemimpinan atasan di wilayah lingkungan kerjanya;

c. Penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian
yang kurang tegas;

d. Kurangnya tingkat kesadaran pada diri PNS dalam penegakan disiplin PNS di
wilayah lingkungan kerjanya;

e. Kurang luasnya pengetahuan personal oknum PNS terkait dengan regulasi yang
mengatur tentang PNS, baik itu regulasi mengenai perkawinan dan perceraian PNS,
disiplin PNS, dan lain sebagainya.

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, dapat dilakukan tindakan-tindakan :

a. Setiap pihak di wilayah lingkungan kerja harus berkomitmen dan konsisten untuk
menciptakan budaya organisasi yang baik di wilayah lingkungan kerjanya.

b. Seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi bawahannya, dengan menerapkan
Jiwa-jiwa kepemimpinan di wilayah lingkungan kerjanya.

c. Seorang pemimpin harus tegas dalam penindakan pelanggaran hukum di wilayah

kerjanya, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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d. Penanaman nilai-nilai dasar PNS dan penguatan karakter PNS di wilayah lingkungan
kerjanya.

e. Sosialisasi regulasi terkait permasalahan hukum kepegawaian, dalam hal ini dapat
difokuskan kepada sosialisasi regulasi tentang perkawinan dan perceraian PNS,
disiplin PNS, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.

3. Rekomendasi terkait permasalahan hukum kepegawaian tentang disiplin PNS berdasar
pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada instansi
pemerintah derah, adalah sebagai berikut :

a. Terhadap permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi frend di wilayah
kerjanya, diharapkan dilakukan tindakan penanganan permasalahan hukum
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

b. Untuk kedepannya, diharapkan instansi pemerintah juga melakukan upaya
pencegahan terhadap pelanggaran disiplin PNS. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan sosialisasi terhadap regulasi tentang disiplin PNS. Setelah dilakukan
sosialisasi, diharapkan semua PNS dapat berperan aktif dalam penegakan disiplin
PNS di wilayah lingkungan kerjanya. Seperti : ikut melakukan pengawasan, serta
melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang jika menemukan
pelanggaran hukum kepegawaian.

c. Pejabat yang berwenang menghukum dalam memberikan hukuman disiplin terhadap
PNS yang melakukan pelanggaran hukum kepegawaian, wajib berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

d. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai
dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan,
dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang

dilakukan.

B. SARAN
1. Perlunya sosialisasi lebih mendalam, terutama terhadap teknis pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sekaligus dengan peraturan
pelaksana lainnya;
2. Permasalahan perkawinan dan perceraian PNS menjadi frend permasalahan hukum
kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, sehingga perlu dilakukan

sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi PNS beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Karena regulasi tentang perkawinan
dan perceraian bagi PNS merupakan peraturan lama, sehingga pemahaman terhadap
regulasi tersebut dianggap masih kurang, terutama bagi PNS generasi milenial.

. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk analisis dan inventarisasi
permasalahan hukum kepegawaian, serta bermanfaat bagi instansi pemerintah lainnya
yang juga mengkaji terkait permasalahan hukum kepegawaian;

. Puskobankumpeg siap memberikan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam
penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah pusat maupun

instansi pemerintah daerah.
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lampiran
Nomor
Tanggal

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

PADA KOTA YOGYAKARTA DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020-2022)

TAHUN 2020
NO PERATURAN RINCIAN HUKUMAN URAIAN RINGKAS
’ NAMA PNS NIP
YANG DILANGGAR DISIPLIN PERBUATAN
Tidak masuk kerja selama 6 hari
1 | ADISTI SAPTARIANI, SE 198009172001122001 i Teguran Tertulis _ !
Tentang Disiplin PNS kerja
5 | O RN 196206091985121001 | FF 03 Tahun 2010 | 4 ivan Tertulis Akumulasi Tidak masuk kerja
Tentang Disiplin PNS
RADEN YOHANES PP 53 Tahun 2010 Tidak masuk kerja selama 5 hari
3 | VICENTIUS AGUS 196408171989021002 Teguran Lisan _
Tentang Disiplin PNS kerja
WIBISANA, A.Md
Pernyataan Tidak Puas | Tidak masuk kerja selama 13 hari
¥ |wusesmrasms 197908022007011007 | FF ©3 Tahun 2010 Y &

Tentang Disiplin PNS

Secara Tertulis

kerja

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yvang sah.”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

| Elektronik




PP 53 Tahun 2010

Penundaan Kenaikan

S5 | SURAYA 197402092006041018 Pangkat Selama 1 Melakukan Perselingkuhan
Tentang Disiplin PNS
Tahun
Penurunan Pangkat Al N— K ket
umulasi Tidak masuk kerja
6 | ENDANG SUWARDANI | 196405121086022003 | FF 23 Tahun 2010° 1 oinarat Lebin Rendah Sobammate 3 Hari
tinls eban; ari
Tentang Disiplin PNS Selama 3 (tiga) tahun Y
Penurunan Pangkat — I keri
Akumulasi Ti masuk kerja
7 | ANDPRIAS BUDI 197305272006041007 | FF 93 Tahun 2010 | g pi o1 at Lebih Rendah b ot 30 Har
T eban; ari
PURWOKO Tentang Disiplin PNS Selama 3 (tiga) takimn y
Tidak masuk kerja selama 6 hari
8 | Drg. HARYATI, M.Kes 196504031992032007 R e Teguran Lisan .
Tentang Disiplin PNS kerja
Pemberhentian Dengan Alleivariiasd Tidle i oy’
mulasi Ti masuk kerja
9 | SUPARTONO 196508061986021005 | FF °3 Tahun 2010 1, 1ot Tidak Atas ,
Tentang Disiplin PNS ; L Sebanyak 58 Hari
Permintaan Sendiri
Penundaan Kenaikan Tidak masuk kerja selama 6 hari
10 | AGUS SUTIKNA, A.Md 106908251992031006 | FF 0 Tahun 2010 | |
Tentang Disiplin PNS | Gaji Berkala kerja
Penundaan Kenaikan
11 | ANDYANITYASUTAML | 97605062006042018 | ¥ 00 1ahun 2010 o, opat Selama 1 Perselingkuhan
S.Sos Tentang Disiplin PNS

Tahun

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah.”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

I Balai
| | Sertifikast
E | Elektronik




PP 53 Tahun 2010

Penurunan Pangkat

Tidak Masuk Kerja Sebanyak 35

12 | ANDI NUGROHO. S.IP 198306122010011015 Setingkat Lebih Rendah -
T {cinli ari Kerja
Yentomg Disiplin, K118 Selama 3 (tiga) tahun &
Pemberhentian Dengan
13 | GIRI PRAKOSO, S.Pd 106405241986041002 | LF 03 Tahun 2010 1 ¢ Tidak Atas Tindakan Tidak Terpuji
Tentang Disiplin PNS : o
Permintaan Sendiri
Akumulasi Tidak masuk kerja
14 | GUNAWAN 197706042009011004 | FF 93 Tahun 2010\ oo on Lisan _
Tentang Disiplin PNS Sebanyak 5 Hari
Pernyataan Tidak Puas | Akumulasi Tidak masuk kerja
15 | suermmons. sg 196801021990031002 | FF 3 Tahun 2010 * | ,
’ Tentang Disiplin PNS Secara Tertulis Sebanyak 20 Hari (Penyanggahan)
Pernyataan Tidak Puas | Akumulasi Tidak masuk kerja
16 | Dra. PRATIWI YULIANI 1963071111992032002 EP5s Tehtin 2010 ¥ ) )
Tentang Disiplin PNS | Secara Tertulis Sebanyak 18 Hari (Penyanggahan)
: Penundaan Kenaikan Akumulasi Tidak masuk kerja
17 | de BRA NUGRALIA 197905192010011025 | FF ©3 Tahun 2010 ' _
Tentang Disiplin PNS | Gaji Berkala Sebanyak 30 Hari
Akumulasi Tidak masuk kerja
18 | k. Siin SUWATSR 106401241992021001 | FF 03 Tahun 2010} 10 an Tertulis |
Tentang Disiplin PNS Sebanyak 10 Hari
Pernyataan Tidak Puas | Akumulasi Tidak masuk kerja
19 ARINDA KURNITASARI, 198803022010012015 PP 53 Tahun 2010 y ‘ -
A.Md Keb Tentang Disiplin PNS | Secara Tertulis Sebanyak 15 Hari
Pembebasan dari :
20 198609272009121002 PP 45 Tahun 1990 Melakukan Pernikahan Tanpa

ADHY PRADANA, S.T.P

Tentang Izin

Jabatan

Melaporkan dan mendapatkan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah.”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

\ |[ Balai
| Sertifikasi
" | Elektronik




Perkawinan dan

Perceraian bagi PNS

Izin terlebih dahulu dari pejabat
PPK

PP 53 Tahun 2010

Pernyataan Tidak Puas

Melalukan Perbuatan yang

21 197812202007012005
il Begvall Tentang Disiplin PNS | Secara Tertulis merendahkan martabat PNS
Pernyataan Tidak Puas | Akumulasi Tidak masuk kerja
gy | SRS 196509141980031010 | FF 93 Tahun 2010 d _ ,
SUDARYANTO, A.Md Tentang Disiplin PNS | Secara Tertulis Sebanyak 19 Hari (Penyanggahan)
TAHUN 2021
PERATURAN YANG | RINCIAN HUKUMAN URAIAN RINGKAS
NO. NAMA PNS NIP
DILANGGAR DISIPLIN PERBUATAN
Pernyataan Tidak Puas
3 SURANTO WALUYO, 196904051989121002 PP 53 Tahun 2010 .
S.LP., M.Si. Tentang Disiplin PNS | Secara Tertulis
Mentransfer sejumlah uang negara
Penurunan Pangkat 1 yang menjadi tanggungjawabnya
o | 196911201992031004 | FF 53 Tahun 2010 ‘ , . _
Tentang Disiplin PNS | Tingkat 3 Tahun kepada pihak yang tidak sesuai
dengan ketentuan
Tidak melaksanakan tugas serta
3 | SURYA BUDIASTA 198605142009011003 | FF 93 Tahun 2010 Teguran Lisan _ _
Tentang Disiplin PNS jarang masuk kerja

yang sah.”

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSTE

Balal
Sertifikasi
{ Elektronik




PP 53 Tahun 2010

Penundaan KGB Selama

Menjalin hubungan dengan Pria

Tentang Disiplin PNS

Selama 1 (Satu) Tahun

4 | RUBIY 196611022007012018
Al Srd. Tentang Disiplin PNS | 1 Tahun yang telah mempunyai Istri Sah
i " il P Tidak masuk kerja dan tidak
ernyataan Ti as
5 | SURYA BUDIASTA 198605142009011003 | FF 53 Tahun 2010 ) # - menaati ketentuan jam kerja
Sttt ecara Tertulis
Tentang Disiplin PNS exbaaie 15 bt kerja
& - Tidak masuk kerja dan tidak
ernyataan Ti as
6 | WAHYU NUGROHO 198205092009011005 | FF 53 Tahun 2010 ) J - menaati ketentuan jam kerja
isipli ecara Tertulis
Tentang Disiplin PNS sebanyak 11 hari kerja
Tidak melaksanakan Ketugasan
7 | LANTAS RAHARJO, AMK | 198101112008011012 | PP 94 Tahun 2021 reguran Lisan sesuai ketentuan penetapan
Tentang Disiplin PNS
ketugasan
Tidak melaksanakan Ketugasan
8 | RURY IRAWAN, AMK 198510062009021001 BP9 Tahun 204 Teguran Lisan sesuai ketentuan penetapan
Tentang Disiplin PNS
ketugasan
Tidak masuk kerja dan tidak
Penurunan Pangkat - N
menaati ketentuan jam kerja
9 | BARGILAN 197104201990031001 | FF 94 Tahun 2021 Setingkat Lebih Rendah ! .

sebanyak 18 (delapan belas) hari

kerja tanpa keterangan yang sah

TAHUN 2022

yang sah.”

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

| Balai
Sertifikasi
| Elektronik




RINCIAN

PERATURAN YANG URAIAN RINGKAS
NO. NAMA PNS NIP HUKUMAN
DILANGGAR PERBUATAN
DISIPLIN
Pemberhentian

Akumulasi tidak masuk kerja

Dengan Hormat
1 | PARDILAN 197104201990031001 | FF 94 Tahun 2021 & st JoatagAr, g o

Tentang Disiplin PNS | Tidak Atas

sebanyak 58 hari kerja
Permintaan Sendiri

Pemberhentian _ :
Akumulasi tidak masuk kerja

Dengan Hormat
2 | TRI MURYANTO 196911201992031004 FF I Taln 2051 5 tanpa keterangan yang sah

Tentang Disiplin PNS | Tidak Atas

sebanyak 34 hari kerja
Permintaan Sendiri

Pemberhentian )
Akumulasi tidak masuk kerja

Dengan Hormat
3 | ANTOK WIDYANTO 199412302019031002 | ¥ 94 Tahun 2021 = tanpa keterangan yang sah

I Tidak Atas
Tentang Disiplin PNS N scbitide GBnt keja
Permintaan Sendiri

Pemberhentian L )
Akumulasi tidak masuk kerja

Dengan Hormat
4 | ASMAUL KHUSNAH 199711122019032003 EE R Tabun 2UCl & tanpa keterangan yang sah

Tentang Disiplin PNS | Tidak Atas

X sebanyak 69 hari kerja
Permintaan Sendiri

-~ UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah.”

i Balai
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE '

Sertifikasi
| Elektronik




PP 94 Tahun 2021

Pemberhentian

Dengan Hormat

Akumulasi tidak masuk kerja

5 | SURYA BUDIASTA 198605142009011003 ) tanpa keterangan yang sah
Tentang Disiplin PNS | Tidak Atas L
_ sebanyak 62 hari kerja
Permintaan Sendiri
Penundaan Kenaikan | Akumulasi tidak masuk kerja
6 | ADI SULAKSONG 198703132009011004 | PP 94 Tahun 2021 b, oieat Selama 1 | tanpa keterangan yang sah
Tentang Disiplin PNS | sebanyak 15 hari kerja
Akumulasi tidak masuk kerja
7 | ANDRIANTO 198601072010011002 BP9 Taln. 2621 Teguran Tertulis tanpa keterangan yang sah
Tentang Disiplin PNS sebanyak 4 hari kerja
Akumulasi tidak masuk kerja
8 | ADISTI SAPTARIANI, SE 198009172001122001 P 94-Taknn 2021 Teguran Tertulis tanpa keterangan yang sah

Tentang Disiplin PNS

sebanyak 4 hari kerja

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

yang sah.”

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSTE

Balai .
Sertifikasi
| Elektronik




DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

PADA KABUPATEN BOYOLALI DALAM 3 TAHUN TERAKHIR ( 2020-2022)

NIP

PELANGGARAN

PERATURAN YANG DILANGGAR

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Tahun 2020

NIP. 19631011 198405 1 003

SARONO, SKM

Asusila

NIP. 19690120 199702 1 001

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Permintaan Sendiri

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas

Penyelewengan pendaftaran tanah sistematis

IKA PUTRI S, A. Md. AK

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 tahun

DJUMRONI

NIP. 19930902 201902 2 002

Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

NIP. 19750717200901 1 001

Indisipliner 63 hari kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

|Permintaan Sendiri

Teguran Tertulis

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas

NIP. 19690706 200906 1 002

NIP. 19750612 200801 1 013

Indisipliner 83 Hari

Berada dalam kamar hotel dengan wanita yang |
bukan istrinya

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas
Permintaan Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

|tahun

Penurunan pangkat setingkat lebih selama 1

NIP. 19700504 201001 1 004

Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

|selama 3 tahun.

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

ASIH YUDI PRATIWI, A. Md

SARWANTO, S. IP

NIP. 19760528 200604 2 015

Pemalsuan tanda tangan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

|selama 3 tahun

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

NIP. 19700321 199103 1 004

Kurang teliti /cermat dalam proses paket
pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun
2018 s/d 2020

DIAN SUKMONO AJI, ST

NIP. 19820226 201001 1 015

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kurang teliti /cermat dalam proses paket
pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun
2018 s/d 2020

Pernyataan Tidak Puas Secara tertulis

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Teguran Lisan

ARIS BUDIANTO, ST

NIP. 19760405 200501 1 010

'|Kurang teliti /cermat dalam proses paket
pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun
2019 s/d 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Teguran Lisan




[Kurang teliti /cermat dalam proses paket N i ' ] . ,
T ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah
12 |ABDUL RAHMAN, S.Pd. M.Pd  [NIP. 19630304 198304 1 005 pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil salaina:1 Tabin
o o B |2019 s/d 2020 | — o oy ; :
- B R o o Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 .
13 IEVI MUKHARO_MAH IiIP_‘E?i1 1 25 _200604 2024 Indlsmh[\_ei 1_1@_ _ B |tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . .Perp_)fataan tidak puas secara tertulis
Tahun 2021
1 |Jumiran 19680407 199303 1 007 Indisipliner 14 hari Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 Pernyataan tidak puas secara tertulis
2l m | 1 et " - - _|tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2 |Ari Bowo Sumarno, ST 19770519 200701 1 011 Indisipliner 15 hari - Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010  |Pernyataan tidak puas secara tertulis
] ] - S tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
3 |Ari Bowo Sumarno, ST 19770519 200701 1 011 indisipliner 120 hari - |Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang  [Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permintaan Sendiri
4 |Sugeng Mulyadi 19780421 200801 1 012 Menjaminkan fasilitas kantor untuk bermain  |Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010  |Penundaaan KGB selama 1 tahun |
” judi |tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil e o M e U = -9
5 |Zuli Rahmawati, A.Md (19810714 200604 2 024 ~ |Kurang cermat dalam pemeriksaan pasien Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010  |Penundaan KP selama 1 Tahun
B pemeriksaan pasien i tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6 |[NURUL ZANA A.Md.Kep 19821222 200604 2 011 Hidup bersama dengan pria yang bukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983  |Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan
suaminya tanpa ikatan yang sah tentang Izin Perkawainan dan Perceraian bagi pelaksana selama 12 bulan
PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi PNS
- - Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang peage——
. B | _|Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7 |YUNUS, SKM 19700317 199303 1 007 Pemalsuan tanda tangan pada PAK |Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang  |Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan |
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. pelaksana selama 12 bulan
8 |RENIYUSNITA,A.Md Kes.Ling [19800618 200604 2 015 Membantu membuat dokumen Laik sehat ilegal |Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang  |Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar |
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 25% selama 12 Bulan




10

11

R

Atik Mardiyati, S.Pd

|Rusbiyati, S.Pd

19710727 200701 2 008

|Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan KGB selama 1 Tahun

19680220 200604 2 006

Hidup bersama dengan pria yang bukan
suaminya tanpa ikatan yang sah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
tentang Izin Perkawainan dan Perceraian bagi
PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi PNS

Pembebebasan dari jabatan Fungsional

Martana Panter Ismiyanto

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

19680326 198806 1 001

Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan

Novi Mukaromah

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan KP selama 1 Tahun

19791125 200604 2 024

13

14

Sadeli, S.Sos

Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan KP selama 1 Tahun

119660623 198903 1 009

Dwi Budi Santosa, S.Sos

19660727 199203 1007

Netralitas

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan KGB selama 1 Tahun

Netralitas

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010

|tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan KGB selama 1 Tahun

Drs. Dono Rumekso, MM

19650726 199603 1 001

Netralitas

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan KGB selama 1 Tahun

Sri Supeni, S.Sos

19660318 198603 2 010

Netralitas

Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan KGB selama 1 Tahun

DWI SURYONO

WAGIMIN

18781209 200901 1 004

19700504 201001 1 004

Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan

indisipliner 144 hari

|Disiplin Pegawai Negeri Sipil

|Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
tentang Izin Perkawainan dan Perceraian bagi
PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

_|dan Perceraian baai PNS

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang

'|Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar
25% selama 12 Bulan

Permintaan Sendiri




19

Tukiman

19740603 199807 1 001

~ [indisipliner 10 hari

|Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pernyataan tidak puas secara tertulis

Tahun 2022

1

Sri Hastuti, S.Pd

2 |Kurniawan Fajar Prasetyo, S.Sos
3 |Jumiran -
4 [Tukiman

19720430 200312 2 001

119680407 199303 1 007

19700211 200801 1 008 b

Melakukan perceraian tanpa ijin

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
tentang Izin Perkawainan dan Perceraian bagi
PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1980
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi PNS

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penyalahgunaan wewenang

Menjalani sanksi pidana dengan vonis
hukuman penjara 3 tahun

Indisipliner 20 hari kerja akumulatif

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang |

Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 bulan

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang

|Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 |

Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan |
pelaksana selama 12 bulan EEPNER
Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri karena melakukan tindak
pidana

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

|25% selama 12 Bulan

Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar |

' 198607 2 001



he

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020-2022)

NO. | NAMA NIP | Bentuk Pelanggaran | Dasar Hukum Penetapan | Jenis Sanksi/ Hukuman
Tahun 2020

1 PRAMULDI RAHMAT, S.Sos 196711121989031011 Pelanggaran netralitas ASN PP 53 Tahun 2010 Teguran tertulis

2 Dr. ABD RAHMAN BANDQ, SP, M.Si. 197002101998031014 Pelanggaran netralitas ASN PP 53 Tahun 2010 Teguran tertulis

3 Drs. H. MASRI TIRO, M.Sc. 196508251994021001 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pernyataan tidak puas secara tertulis

4 TAPPY, A.Md. 196903311991031004 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun

5 ABD. RAHMAN 198001112003121005 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun

6 |drg. SULPIAH 197210292006042013 Pelanggaran netralitas ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun

7 |ANSAR, A.Md.Kom 198408122011011012 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

8 HASMAWATI, S.Pd. 198211112011052001 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
9 MUHAMMAD BASIM, SE 198203152006041018 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
10 |NUR HAFNI, SE 198305302006042019 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

Tahun 2021

1 RAKHMAWATY MATTAYANG, S.Pd, SE. MM 197203062009062001 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

2 FAISAL JAFAR, SE.MM 196308121989031019 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

3 TRI SUGIARTO, S.STTP, M.AP 199008172010101001 Manipulasi data absensi PP §3 Tahun 2010 Teguran Tertulis

4 |A. ANSHAR AP, S.STP 198011201999121002 Manipulasi data absensi PP §3 Tahun 2010 Teguran Tertulis

5 SYAIFUDDIN SIDJAYA, S.Sos 197302011992031002 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

6 ANDI AGUSTIA, ST, M.Si. 198208242011012006 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

7 H. MOH ARWAN UMAR, S.Pd, MM 198010012003121009 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

8 ANDI MUH. YUSUF, S.STP 199208272015071001 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

9 ICHLAS, S.Sos 196801241993121002 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

10 __|[IRWAN AWING, SE 197603152010011012 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

11 |WAHYU RASYID Aﬂ_s, SE 198803062010011003 Manipulasi data absensi PP 63 Tahun 2010 Teguran Tertulis

12__|SYAHRUL 197803132008011010 __|Pelanggaran disiplin ASN PP 63 Tahun 2010 Teguran Tertulis

13 |Drs. RAHMAT HIDAYAT GALIB 196604171998021003 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

14__|SITI RAHMIATY ALWI, SH 198302232010012008 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

15 |[NASRIA NURFADHILLAH NASIR, S.STP 199305102015072001 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

16 |NURDADO P, SE, MM 197603242002121004 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

17 |FACHMI RASYID, S:So0s, M.AP 196806051990021003 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

18 |RIZKIQAH NURUL RAMADHANI MIMU, §.IP 199303102015072001 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

19 |ANDI MUHAMMAD IMAM ILYAS, S.STP, MAP 199107032014061001 Manipulasi data absensi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

20 |MUNAWIR, S.Kep,Ns.MM 198103252004111001 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis
21 |AMBO INTANG, S.Si., Apt.M.Kes 197709232004111001 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis
22 |AHDI ABIDIN MALIK, SE 197005152003121007 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis
23 |ABDUL GANI YAMCO, SKM, MH 197301231995031001 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis
24 |ANDI ABD SYUKUR, ST.MT 197108112002121008 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis
25 |HARDY, S.AP 197309252005021002 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis
26 rs. H. IRWAN RUSFIADY ADNAN, M.Si. 197103031998031014 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis

27 |KASMANINGSIH M. HUSBA, S.Sos, M.Si. 197010261996032003 Pelanggaran disiplin ASN PP §3 Tahun 2010 Teguran Tertulis
28 |drs. ANIS 196208021983031025 Pelanggaran terkait administrasi PP 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis
29 |ABDUL MALIK, S.Pd. 196312311985111030 Pelanggaran netralitas ASN PP §3 Tahun 2010 Penundaaan KGB selama 1 (satu) tahun

30 |SYARIFUDDIN, M. SE 196905261991031007 Pelanggaran netralitas ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaaan KGB selama 1 (satu) tahun

31 MUH. IZAR SULHADIWIJAYA 196504031986021011 Pelanggaran netralitas ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaaan KGB selama 1 (satu) tahun

32 |[NURDIN 196802071992031010 Pelanggaran netralitas ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaaan KGB selama 1 (satu) tahun

33 |SAIFUL, SE.MM 196811042007011021 Pelanggaran netralitas ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaaan KGB selama 1 (satu) tahun

34 |ANANDA, S.STP, M.Si. 198010082000031002 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penundaaan KGB selama 1 (satu) tahun

35 [Drs. H. ANDI BADI SOMMENG, M.Si. 196808101994031011 Pelanggaran netralitas ASN PP 5% Tahun 2010 Penundaaan KGB selama 1 (satu) tahun

36 |RAYU ABD KARIM 131827977 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penundazan KGB selama 1 (satu) tahun

37 |DAVID BANGGULU, AMK 197008011991031006 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
38 |ANDI NAVI DIAH BONEANTO 196805091980091001 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
39 |HERDY M. RAMLAN, S.Pi. 197011172006041004 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun




NO. NAMA NIP Bentuk Pelanggaran Dasar Hukum Penetapan Jenis Sanksi/ Hukuman
40 |JIMMI, SE 197801041998031009 Pelanggaran disiplin ASN PP §3 Tahun 2010 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
41 |MUH. NAWIR, BA 196609111986031007 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
42 |IRWAN MILADJI, S.IP, M.Si. 197201101991011001 Tindak pidana narkoba PP 11 Tahun 2017 Pembebasasan dari jabatan
43  [MUHAMMAD YARMAN, AP 197502111993111002 Tindak pidana narkoba PP 11 Tahun 2017 Pembebasasan dari jabatan
44 |SYAFRUDDIN, AP 197702261995111001 Tindak pidana narkoba PP 11 Tahun 2017 Pembebasasan dari jabatan
45 |Drs. H. SABRI, M.Si. 196904171990031009 Tindak pidana narkoba PP 11 Tahun 2017 Pembebasasan dari jabatan
46 |Dr. H. MUKHTAR TAHIR, M.Pd. 196806231993121001 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
47 |dr. H. MUHAMMAD RUSLY, M.Kes 196303081998031002 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
48 |MUHAMMAD ZUUD ARMAN, SE 197503032010011007 Pelanggaran disiplin ASN PP §3 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
49 [Dr. ISMAIL H A, SE, M.Si. 196108281985031020 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
50 [NURDADO P, SE, MM 197603242002121004 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
51 A. ERWING, S.Sos 196909132008011008 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
52 |ST. ARIANI K, S.Sos 197306171993032005 Pelanggaran disiplin ASN PP §3 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
53 §6PPE, S.Sos 196308011985031015 Pelanggaran disiplin ASN PP §3 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
54 |Drs. H. ZAINUDDIN, IM.Si. 196412311994011019 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebagasan dari jabatan
55 |MEINSANI KECCA, B.Sc. 196605021992031015 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
56 RWAN AWING, SE 197603152010011012 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebagasan dari jabatan
57 NE WAHYUNI, S.IP 197606132005022005 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
58 |ANDI WAHYU RASYID AZIS, SE 198803062010011003 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
59 [SITTI FATIMAH, SE 19670827 1993122004 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasgasan dari jabatan
60 |ABD RASYIDR, SE 196308181990031008 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
61 |H. WARIS, S.Sos 197209051993091001 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
62 |PATTA UNGANG, S:Sos, MM 197012291993031003 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
63 |Dra. ANDI RAHMATIAH M. 196402121987032010 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
64 [ANDI MUHAMMAD ADRI, SH 198012162010011016 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
65 [ANDI MUHAMMAD JUMAIR, SE 196312311986111059 Pelanggaran disiplin ASN- PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
66 UBUHAN MAKSUD, SE 196802271989081001 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pem n dari jabatan
67 _|[MUHAMMAD DARWIS SYAR, S.STP 197807151997031003 Pelanggaran disiplin PP 53 Tahun 2010 Pembe n dari jabatan
68 |HARRY MLFJ__HARm AMRAL, SE 19750114200604 1009 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembe n dari jabatan
69 |Dra. A. DARWATI, M.Si. 19640604 1992032007 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
70__|MUHAMMAD RIDHA RAZAK, AP, S.Sos 196711111990031008 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
71 ANDI HASNAWI SAMBIRA, SE 196810052008011016 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
72 |NASRUN, S.IP 196607 182007011025 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
73 |Hj. SURGAWATI, S.Sos 196612171986032009 Pelanggaran disiplin ASN - PP 53 Tahun 2010 Pembebasasan dari jabatan
74 |YULIANA LOTONG 196807281991032005 Tindak pidana penipuan PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
75 |HARLINA, SE, MM 196609281989102001 Tindak pidana umum PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
76 |MUHAMMAD IKBAL, S.Pd 198507252011011011 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
77 |OMAN SUHERMAN 198011222009011002 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
78 |SYARIFUDDIN 198003242001031002 Pelanggaran disiplin ASN PP §3 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
79 |RISNAWATI, A.Md.Fis 198310252010012011 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
80 |NANI EKAWATI, S.Si, Apt 196911051992032011 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
81 [M. SYAMSUL QADRI M., SE 197310181996032005 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
82 |dr. ETY SUHARTI 187101122006042018 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
83 |ANDI IBNUL IMAN 198109282011011004 Pelanggaran disiplin ASN PP 52 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
84 |ERWIN M. 197610232010011010 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintain sendiri sebagai PNS
85 |HASBI, S.Pd. 198202062010011026 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
86 |Dra. TATI MULYATI 197005111990032007 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
87 |dr. FRANSISCA SHANTY ANDRIANY 198512162011012012 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
88 |dr. SYAMSUL CHANDRA 197109182006041012 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
89 RFAN ISMAIL 198206172008011008 Kasus pidana narkoba PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
90 |TANTI LARASATI, A.Md. 197403242006042004 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
91 JAFRAINY NOVITA JAFAR 197011181992032009 Pelanggaran disiplin ASN PP 53 Tahun 2010 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
92 |MUH. SYAIDIN FARID, ST, MM 197501062003121004 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
93 r. BUDI SUSILO, MM 196701211995031001 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
94 |ACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si. 196909051989081001 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
95 |HABIBI, SH 197909052009011002 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS




NO. NAMA NIP Bentuk Pelanggaran Dasar Hukum Penetapan Jenis Sanksi/ Hukaman
96 |Drs. SABRI 196712311993121008 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
g7 |DR. M. ENRA EFNI, S.STP, MH 197801281996121001 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
98 |NASIR L. 196212311986031258 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
99 |MUHAMMAD SAID, S.Sos 196704181985111001 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
100 |H. MOH. ARSYAD UMAR, SE 197810182002121006 Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
Tahun 2022
1 FIRMAN, SE 196806061990031013 Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Teguran tertulis
. dr. SYITRAWATI 198110212008042001 Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
a KASMAWATY 197207042009012001 Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas)
4 PREER-RAR A 197501211993111001 | pejanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Bulan
Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas)
5 A TAUFIQ NADSIR, SE.Ak., MM 197704022010011020 Patainsican lode elik PP 94 Tahun 2021 Bulan
Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas)
6 HAGDANIAH HAMaNY T SRR Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Bulan
7 H. SAID SANGKALA S. Pd. 196009101983031030 Kasus Pidana PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
8 ERIK NAWING 197404202003121012 Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
9 MUHAMMAD ASHARI 187101241993031006 Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
10 |KOSLAN REREGA, §.STP 197905211998101001 Pelanggaran disiplin ASN PP 94 Tahun 2021 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
11 ANDI WAHYU RASYID AZIS, SE 198803062010011003 Kasus Pidana PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
12 |ALAMSYAH, S.Pi. 197207042003121017 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
13 |dr. Hj. ST. SAENAB N. BURHANUDDIN, M.Kes 19560207 1985112001 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
14 |FIRMAN MARWAN, ST 198105182014071002 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
15 |ANDI SAHAR, ST 198207142010011024 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
16 |MUHAMMAD ALWI, 'SKM, M.Kes 197101151997031008 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
17 r. Hi. SRI RIMAYANI, Sp. KK, M.Tr. Adm.Kes _ 197501272003122012 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
18 EDIS WATY, ST, MT 197606302010012010 __ |Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
19 AMSARUDDIN, SE, M.SI. 197205021999031013 Kasus pidana tipikor PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

KEPALA BIDANG KINERJA DAN PENGHARGAAN
BKPSDMD KOTA MAKASSAR

ROSNAIDAH, SH, MM
NIP. 196703231995032001
Pangkat: Pembina, IV/a



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lampiran
Nomor
Tanggal

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

2939/B-BJ.01.01/SD/J/2023
09 Maret 2023

PADA PROVINSI/KOTA/KABUPATEN MALANG DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020-2022)

NO. Nama/NIP Bentuk Pelanggaran Dasar Hukum Penetapan Jenis Sanksi / Hukuman
Tahun 2020
1. | dr. SONY MUCHLISON TIPIKOR pemotongan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Sementara dari
honorarium/jasa pelayanan kapitasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Jamkesnas T
- HARI MULJONO, S.Pd. Tindak Pidana Penipuan penerimaan | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Sementara Dari
CPNS Jabatan Pegawai Negeri Sipil _
3. | DENNY EKO SETYAWAN, Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Terbukti secara Sah dan
S.STP., M.Si. meyakinkan bersalah
melakukan TIPIKOR
4. | SUGENG PRAYITNO, S.Sos. | Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai
] = t‘;
Negeri Sipil
5. Drs. SULIONO Cerai Tanpa Izin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pengkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun 5
6. INDAH MUSTIKA AYU, S.Pd. | Cerai Tanpa Izin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penundaan Kenaikan Gaji 5
Berkala Selama 1 (satu) Tahun

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifika telektronik yang diterbitkan oleh BSrE




& NOVI ANDRIANTO CAHYO Selingkuh dan Tindak KDRT Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pengkat Setingkat
BAGUS, S.H. Lebih Rendah Selama 1 (satu) §
Tahun
8. HERU NUGROHO, S.H., M.M. | Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan
Keterangan yang Sah Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri
Sipil
9. DHIOK PUDY SANTOSO Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan 8
Keterangan yang Sah Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri
Sipil
10. | BRILIAN PUTRA PRATAMA, | Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan t
S.STP. Keterangan yang Sah Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri
Sipil
11. | YUNI NARTI, S.Pd. penjualan buku serta melakukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penurunan Pengkat Setingkat
pemotongan dana Program Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Indonesia Pintar (PIP) Tahun ’
12. | DEFRI TRISYAN ANDOKO Narkoba Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Sementara Dari
Jabatan Pegawai Negeri Sipil
13. | ANIS UZMA SANTI, S.Pd. Menikah Siri Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pengkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga)
Tahun Y
14. | SITI WARDIANI Cerai Tanpa Izin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penundaan Kenaikan Gaji
Berkala Selama 1 (satu) Tahun
15. | TEGUH YUDO PRAKOSO, Selingkuh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pengkat Setingkat
A.Md. Lebih Rendah Selama 3 (tiga) !,
Tahun
16. | RENI PUSPITA SARI Selingkuh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pengkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) ¥
Tahun
17. | AGUS HARIANTO, S.Sos., lalai dalam pengawasan dan krg Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis A

M.AP.

berperan aktif dalam menyikapi

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifika telektronik yang diterbitkan oleh BSrE




permasalahan di desa druju terkait

18.

dr. ROMUALDUS REDY
WIBOWO

Cerai Tanpa Izin Bupati

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Penundaan Kenaikan Pangkat
Selama 1 (satu) Tahun

19.

dr. ABD. RACHMAN, M.Kes.

Ditahan karena diduga Tindak
Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Pemberhentian Sementara Dari
Jabatan Pegawai Negeri Sipil

20. | SUPARDIANTO Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan Hormat
Keterangan yang Sah Tidak Atas Pemintaan Sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil

21. | JOHNSON AMS GAMALCYA | Dugaan penyalahgunaan anggaran | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis g
SONARU, S.H., M.M.

22. | MADE ARYA WEDANTHARA, | Dugaan penyalahgunaan anggaran | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis &
S.H., M.Si.

23. | ABDUL LATIF ABDUL HAMID, | Selingkuh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pengkat Setingkat

SE.

Lebih Rendah Selama 1 (satu) /
Tahun

24. | MIFTAKHUL JANAH, S.Pd.SD | Cerai Tanpa Izin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pengkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 1 (satu) /
Tahun

25. | AGUS MUNDI PRANOTO Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan Hormat

Keterangan yang Sah

Tidak Atas Pemintaan Sendiri ¢,
sebagai PNS

26.

WIWIN PARWINI

Selingkuh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Penundaan Kenaikan Gaji )
Berkala Selama 1 (satu) Tahun

27. | DEFRI TRISYAN ANDOKO Tanpa Hak atau melawan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Tidak Dengan
menguasai Narkotika Golongan | Hormat sebagai Pegawai Negeri
bukan Tanaman Sipil ' L

28. | TETIK RIRIS WIRAHASTI, Cerai Tanpa Izin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pangkat Setingkat

S.Pd.l

Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
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29. | YOHANES DB DE ORNAY, Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan Hormat
SE. Keterangan yang Sah Tidak Atas Pemintaan Sendiri ¢
sebagai Pegawai Negeri Sipil ~
30. | MOHAMMAD NABILLAH, Cerai Tanpa lzin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pangkat Setingkat
S.Pd. Lebih Rendah selama 2 (dua)
Tahun
31. | KURNIA RAHMATULLAH Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan Hormat
MUH. HAQQUL YAKIN Keterangan yang Sah Tidak Atas Permintaan Sendiri
SATYA PRAJA, S.Pd. sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil A
32. | AGUS HARI WAHYUDI Menikah Siri Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pembebasan dari Jabatan
\%
33. | ABDUL HANAN Menikah Siri Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga)
Tahun ¥
34. | SITI KHOLISATUL Cerai Tanpa Izin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pangkat Setingkat
MUNAWAROH, S.Pd. Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun
35. | LILIK PUJIASTUTIK, Cerai Tanpa Izin Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pangkat Setingkat
A.Md.Keb. Lebih Rendah Selama 1 (satu) ¢
Tahun
36. | JOHAN KUSHANDIK, S.Pd. prostitusi online menggunakan VCS | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penurunan Pangkat Setingkat
(Video Call Sex) Lebih Rendah Selama 1 (satu) ¢
Tahun
37. | SUPARMAN Pidana pemalsuan STNK Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Sementara
sebagai Pegawai Negeri Sipil
38. | PITRA NURDINTA, A.Md.AK. | Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penurunan Pangkat Setingkat
Keterangan yang Sah Lebih Rendah Selama 3 (tiga) ¢
Tahun
39. | AYU GALIH PUSPITASARI, Selingkuh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penurunan Pangkat Setingkat
A.Md. Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun A

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
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40. | KABUL SUYONO

Pidana “Dengan sengaja
mengedarkan benih bina yang tidak
sesuai dengan label”

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
part 3 ava e G o 7% /3 oo

Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 2 (dua)
Tahun

41. | Drs. MAHMUD ASYARI

pungutan di UPT Satuan Pendidikan
Formal SMP Negeri 1 Tumpang
Kabupaten Malang pada Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Teguran Tertulis "

Tahun 2021

Pelajaran 2019-2020

1. | SITAOLIVIA ELOK, S.E.

Cerai Tanpa lzin Bupati

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

Penundaan Kenaikan Pangkat

NIP. 197906282009032001 2021 selama 1 (satu) Tahun G

2. | YOHAN CHARLES I Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Tidak Dengan
LENGKEY, S.E. Hormat Sebagai Pegawai v
NIP. 197401172009011002 Negeri Sipil

3. | Drs. YOYOK YUDIANTO,
M.M.
NIP. 196507251987031007

Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai |
'Negeri Sipil '

4. | HANDRY KUSWOYO
NIP. 197501061998031004

Cerai Tanpa |zin Bupati

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021

Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 1 (satu) (
Tahun i

5. | dr. SONY MUCHLISON Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Tidak Dengan
NIP. 197001142002121003 Hormat Sebagai Pegawai %
Negeri Sipil

6. | SLAMET SUYONO, S.Pd.,
M.M.Pd.
NIP. 196608201992021002

Netralitas PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Penurunan Pangkat Setingkat :
Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun

7. | SUDARSONO
NIP. 198410042008011005

Tidak Masuk Kerja Tanpa
Keterangan yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri ¥

8. KUSMIADI, S.Pd.SD.
NIP. 196708181998071001

Cerai Tanpa lzin Bupati

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021

Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) '
Tahun
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NIP. 196704171990031008

9. SUTIKNO, S.Pd. Cerai Tanpa Izin Bupati Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun | Penurunan Pangkat Setingkat

NIP. 196707181994121004 2021 Lebih Rendah Selama 3 (tiga) ¢
Tahun

10. | ROHAYANI, S.Si. Cerai Tanpa lIzin Bupati Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun | Penurunan Pangkat Setingkat

NIP. 198009132009042002 2021 Lebih Rendah Selama 1 (satu) }
Tahun

11. | R. DENY DARMAWAN Selingkuh Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun | Penurunan Pangkat Setingkat
EFFENDI, S.H., M.Si. 2021 Lebih Rendah Selama 1 (satu)’
NIP. 198112152009021006 Tahun

12. | PURWOTO, S.Sos., M.Si. Selingkuh Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun | Pernyataan Tidak Puas Secara
NIP. 197007171991011001 2021 Tertulis k-

13. | FERY ARDIANTO, S.H. Tunggakan Kredit macet UPT Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penundaan Kenaikan Pangkat
NIP. 198002202010011003 Pengelola Dana Bergulir (PPK- selama 1 (satu) Tahun 5

BLUD) Dinas Koperasi

14. | Drs. | GUSTI PUTU Memberikan Kemudahan Kredit Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pernyataan Tidak Puas Secara
YULIANTARA kepada peminjam lama dan orang Tertulis b
NIP. 196507031998031004 terdekat sebagai upaya mencapai

target jumlah nasabah

15. | Ir. HENRY MULIA Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penurunan Pangkat Setingkat
BAHARUDIN TANJUNG, M.Si. | Keterangan yang Sah Lebih Rendah Selama 1 (satu)
NIP. 196612301995031003 Tahun

16. | SUNARDI, S.Sos. Selingkuh Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun | Penundaan Kenaikan Pangkat
NIP. 197101101991011001 2021 Selama 1 (satu) Tahun R

17. | DIMAS RIZKI FALUTI, Tidak Masuk Kerja Tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pemberhentian Dengan Hormat
S.Farm., Apt. Keterangan yang Sah Tidak Atas Permintaan Sendiriy
NIP. 198406022009041002

18. | Dra. PANTJANINGSIH SRI Pelanggaran Pasal 3 angka 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Teguran Tertulis -
REDJEKI angka 5 dalam PP 53 Tahun 2010
NIP. 196812071988092002

19. | PURWOKO ADISANYOTO, Lalai dalam menjalankan tugas dan | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penundaan Kenaikan Gaji %
S.Sos., M.M. fungsinya Berkala Selama 1 (satu) Tahun
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20. | HASAN TUASIKAL, S.H. Lalai dalam menjalankan tugas dan | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penundaan Kenaikan Gaji &
NIP. 196405051985031010 fungsinya Berkala Selama 1 (satu) Tahun
21. | CATUR GIGIH Lalai dalam menjalankan tugas dan | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penundaan Kenaikan Gaji
SETYONEGORO, S.E. fungsinya Berkala Selama 1 (satu) Tahun’
NIP. 196512281991031011
22. | Dr. M. HIDAYAT, M.M., M.Pd. | Lalai dalam menjalankan tugas dan | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penundaan Kenaikan Gaji g
NIP. 196708301994031010 fungsinya Berkala Selama 1 (satu) Tahun
23. | EDY TRI POETRANTO, S.T. Pungutan liar dan penyelewengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penurunan Pangkat Setingkat ¢
NIP. 19691102200604 1006 wewenang Lebih Rendah Selama 1 (satu) ’
Tahun
24. | EDY SUDIBYO, S.Sos. Cerai Tanpa Izin Bupati Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun | Penurunan Pangkat Setingkat ¢
NIP. 196407031988011002 2021 Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun
25. | IDIK WIBISONO, S.Pd. Tindak KDRT Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun | Pernyataan Tidak Puas Secara
NIP. 197001261998031007 2021 Tertulis -
‘ahun 2022
1. | ABDUL HANAN Tidak Masuk Kerja Tanpa Pasal 3 huruf d, e, da ‘f/serta Pasal 4 huruf f Pemberhentian dengan Hormat
NIP. 1974070220100211002 Keterangan yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai PNS %
2. | YUNARKO GANDHA WIJAYA, | Selingkuh Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun | Pembebasan dari Jabatan Guru
S.Pd.SD. 1983 Jo. 45/1990 Ahli Pertama menjadi Jabatan
NIP. 198305252010011026 Pelaksana selama 12 (dua )
belas) Bulan
3. | WIJIWIDODO Menikah siri Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun | Penurunan Jabatan Setingkat
NIP. 196903212005011006 1983 Jo. 45/1990 Lebih Rendah selama 12 (dua ¥ P
belas) Bulan
4. MURTADJI Pungli Pasal 3 angka 4,5 dan 6 dan Pasal 4 angka 10 Penundaan Kenaikan Gaji 3
NIP. 196504021988011001 Peraturan Pemerintah Tahun 94 Tahun 2021 p» fld{ Berkala Selama 1 (satu) Tahun
vy
J

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
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5. Tidak Menaati Ketentuan Peraturan | Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Pernyataan Tidak Puas Secara
dr. FIRMINA TRl RAHAYU Perundang-undangan Tahun 2021 Tertulis '
JATININGSIH, M.M Kes. &
NIP. 196211241989032004

6. | RANGGA EKA PRASETYA, Tidak Masuk Kerja Tanpa Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Pemberhentian dengan Hormat
A.Md.Kep. Keterangan yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tidak Atas Permintaan Sendiri
NIP. 198704272011011007 sebagai PNS )

7. | dr. NISA ARIFANI Tidak Masuk Kerja Tanpa Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Pemberhentian dengan Hormat
NIP. 198309132009042001 Keterangan yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tidak Atas Permintaan Sendiri(Z

sebagai PNS e

8. | NOVI ANDRIANTO CAHYO Tidak Masuk Kerja Tanpa Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Pemberhentian dengan Hormat

BAGUS, S.H.
NIP. 198211162010011013

Keterangan yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai PNS ¥

Drs. NAZARUDIN HASAN, T.,
M.Si.
NIP. 196212241992121001

Penemuan Barang yang Tidak
Pantas dalam Penguasaan Pihak

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan
Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2020

Pembebasan Sementara dari
Tugas Jabatan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama

@) (o

Ir. ABDUL HARIS
NIP. 196502171987031011

Pelanggaran Disiplin Terkait
Kejadian Kanjuruhan/Tragedi
Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan
Kabupaten Malang

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Pembebasan Sementara dari
Tugas Jabatan Pejabat
Administrator

11. | IMAM BUDIONO, S.E., M.Si Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 3 huruf d, e, dan huruf f Peraturan Pemberhentian dengan Hormat
NIP. 196510041988031008 dengan Wanita Lain yang Bukan Istri | Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sah nya sebagai PNS »
12. | ANTOK EFENDI Tidak Masuk Kerja Tanpa Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Pemberhentian Dengan Hormat
NIP. 198304022008011007 Keterangan yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tidak Atas Permintaan Sendiri,
Sebagai PNS
13. | NASIHUDIN Tidak Masuk Kerja Tanpa Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Penurunan Jabatan Setingkat ¢
NIP. 196910261993021002 Keterangan yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Lebih Rendah Selama 12 (dua
belas) Bulan
14. | YOHANA RIYANTISA, S.E. Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah | Pembebasan dari Jabatannya
NIP. 198307072007012008 dengan Laki-laki yang Mempunyai Nomor 94 Tahun 2021 menjadi Jabatan Pelaksana V
: Istri Sah Selama 12 (dua belas) Bulan
15/ | Ir. ABDUL HARIS Pelanggaran Disiplin Terkait Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun | Pemberhentian Sementara

NIP. 196502171987031011

Kejadian Kanjuruhan/Tragedi
Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan

2017

Sebagai Pegawai Negeri Sipil
yang Ditahan karena Menjadi
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Kabupaten Malang

Tersangka

16. | MEILANY NURDIANAWATI,
S.Psi.
NIP. 198205132010032002

Tidak Masuk Kerja Tanpa
Keterangan yang Sah

Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021

Pemberhentian dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri 0
sebagai PNS 2

17. | HASAN SURYONO,
AKS.M.M.
NIP. 197412282008011008

Pelecehan dan Tindak KDRT

Pasal 3 huruf d dan f Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021

Pembebasan dari Jabatannya
menjadi Jabatan Pelaksana
Selama 12 (dua belas) Bulan
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DAFTAR NAMA PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
DAFTAR INVENTRARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
KOTA MATARAM TAHUN 2021 & 2022

NO NAMA / NIP BENTUK PELANGGARAN DASAR PENETAPAN JENIS SANKSI / HUKUMAN
Tahun 2020
Melaneear ketentuan Jam Keria. pasal 3 Keputusan Walikota Mataram Nomor:
| |Muhamad Halil Badaruddin / | © AMEER€€En HAT AW CCUR, PASE © |820/332/BKPSDM/11/2020, tentang Hukuman Sedang : Penundaan Kenaikan Pangkat
197206062009011 001 g Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan |selam 1 (satu) Tahun
Tahun 2010
Pangkat selam 1 (satu) Tahun .
. Keputusan Walikota Mataram Nomor:
2 11_15782812?;2/00701 L oa7 ggr/lg%dl%r) Narkoba (UU 5/214 Jo. PP 820/422/BKPSDM/III/ 2020 tentang PIDH
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Sabri / . 820/758/BKPSDM/VI/ 2020 tentang .
3 |197212312007011236 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf | >2nksi Moral
Secara Tertulis
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Zuhri / . 820/760/BKPSDM/VI/ 2020 Sanksi .
4 197301020070110202 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Sanksi Moral
Tertulis
KEpuUtusal wallkotd iataralil INOIIIOI.
Samsul Khaerun Nizar, A.Md. Rad Melanggar ketentuan Jagl Kerja, pasal 4 |820/ 1024/3KPSPM/VII/2020, tentang '
5 / 198805172022011005 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Hukuman Tingkat Sedang
Tahun 2021 Setingkat Lebih Rendah selam 1 (satu)
Tolhiin
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Indarto Jaya Saputra, SSTP / . 820/759/BKPSDM/VI/ 2020 Sanksi .
6 119800120199810 1 002 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Moral Berupa Permohonan Maaf Secara | >21<St Moral
Tertulis
KEpuUtusaln wallkotd viataralil INOITOI.
. 820/931/BKPSDM/VII/ 2020 tentang
7 Suparjan WK, SH / Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Hukuman Tingkat Sedang
198104062012121004 .
berupa penundaan kenaikan pangkat
anlaowman 1 (aatia) tolarn
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Dewi Ekawati, S.IP / . 820/1022/BKPSDM/VIII/ 2020 tentang .
8 119761210 200501 2 010 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf | >21<St Moral
Secara Lisan dan Tertutup
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Arief Setiawan, S.STP / . 820/1023/BKPSDM/VIII/ 2020 tentang .
9 19830806 200112 1 001 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf | >2rksi Moral
Secara Lisan dan Tertutup




Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Ramelan / . 820/1179/BKPSDM/IX/ 2020 Sanksi .
10 19670821 200212 1006 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Sanksi Moral
Tertulis
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Isnaini, S.Pd., M.Or / . 820/1218/BKPSDM/X/ 2020 Sanksi .
11 197608022007011018 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Sanksi Moral
Tertulis
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Nanik Sugiantarmi, SS / . 820/1974/BKPSDM/XI/ 2020 Sanksi .
12 197309051999022001 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Sanksi Moral
Tertulis
Keputusan Walikota Mataram Nomor:
Budiawan / . 820/2076/BKPSDM/XII/ 2020 Sanksi .
13 198009042008011014 Pelanggaran terhadap Netralitas ASN Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Sanksi Moral
Tertulis
Tahun 2021
) Hukuman Tingkat : BeratPenurunan Pangkat
1 Muhamad Halil Badaruddin / zﬂflizgﬁl rpléfzsgir;j;r:rﬁgﬁ’ﬁj;ilrss 3 Keputusan Walikota Mataram Nomor: Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun
197206062009011 001 5 820/667/BKPSDM/VI/2021
Tahun 2010
2 Siscaha Anggieswari, S.Pd / gﬂilizglgla rP};f;iE?alir;’jranI:riIietgﬁ)l\ll):riilr% 3 Keputusan Walikota Mataram Nomor: Hukuman Tingkat Sedang : Penundaan Kenaikan
198702042019032006 5 820/846/BKPSDM/VII/2021 Pangkat Selama Satu Tahun
Tahun 2010
. . Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 . . .
3 Muhamad Halil Badaruddin (II) / aneka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Keputusan Walikota Mataram Nomor: Hukuman Tingkat Berat : Pemberhentian Dengan
197206062009011 001 Taiglun 2010 820/1625/BKPSDM/XII/2021 Hormat tidak Atas permintaan sendiri
4 Lalu Shobari, SE / E:::lsfipﬁlrﬁ‘ffa fh s;;ﬁi;ari ii;:;iﬁilzﬁanan Keputusan Walikota Mataram Nomor: Hukuman Tingkat Sedang : Penundaan Kenaikan
197502152010011003 820/1623/BKPSDM/XII/2021 Gaji Berkala Selama Satu Tahun
Nomor 94 Tahun 2021
Tahun 2022
1 Nurmini A.Md.PD / E:ssalllls?)pﬁgrl}é{fa fh s;gtrrrraill (Iiiilcfi‘:tl:ganan Keputusan Walikota Mataram Nomor: HD Berat : Pembebasan dari jabatan
196209041985102002 820/1743/BKPSDM/1X/2022 ’ J
Nomor 94 Tahun 2021
2 Samsul Khaerun Nizar, A.Md. Rad }I\firlirfl%%ii:fji;riu;;riiﬁéirﬁérlzliiaé: Keputusan Walikota Mataram Nomor: HD Berat : Penurunan Kelasa Jabatan
/ 198805172022011005 820/1843/BKPSDM/X/2022 ’
Tahun 2021
Kasus perselingkuhan (moral dan
3 Astuti Indrawati, S.Kep.Ners / keteladanan, ketentuan Pasal 3 huruf d Keputusan Walikota Mataram Nomor: HD Berat : Pembebasan Jabatan
198202272005012012 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 820/1887/BKPSDM /X /2022 ’
Tahun 2021 )




Gusti Bagus Kertha Boga, S.Sos
/ 19770222 201001 1 007

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021

Keputusan Walikota Mataram Nomor:

820/1723/BKPSDM/VIII/ 2022

HD Sedang :Penurunan Pangkat setingkat lebihb
rendah selama 1 Tahun

Masdah /
19751216 200901 1 001

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021

Keputusan Walikota Mataram Nomor:

820/1721/BKPSDM/VIII/2022

HD Sedang : Penurunan Pangkat setingkat lebihb
rendah selama 1 Tahun

Bahtiar /
19751216 200901 1 001

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021

Keputusan Walikota Mataram Nomor:

820/1722/BKPSDM/VIII/2022

HD Sedang : Penurunan Pangkat setingkat lebihb
rendah selama 1 Tahun

I Ketut Parditha Wiliantara, S.STP
/ 19820605 200112 1 007

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021

Keputusan Walikota Mataram Nomor:

820/1719/BKPSDM/VIII/2022

HD Berat : Pembebasan Jabatan




DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

PADA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM 3 TAHUN TERAKHIR ( 2020 - 2022)

NO Nama / NIP Bentuk Pelanggaran Dasar Hukum Penetapan Jenis Sanksi / Hukuman
1. | AHMAD MUNTASHIBUL HAQ Tidak masuk kerja selama 407 | Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal | Pemberhentian dengan hormat
197709302008011008 hari kerja 3 angka 4" masuk kerja dan tidak atas permintaan sendiri  §
mentaati ketentuan jam kerja " sebagai Pegawai Negeri Sipil
2. | FERDI FERDINAND telah melakukan perceraian Melanggar ketentuan PP 45 tahun Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
198405032014121002 tanpa memperoleh ijin dari 1990 tentang Ijin Perkawinan dan | selama 1 tahun c
pejabat Perceraian '
1. Ir. ADANG SAMSUDIN, MM Melakukan Tindak Pidana Putusan Pengadilan Tindak Pidana | Pemberhentian Tidak dengan
196401291993031004 Korupsi, yang merupakan Korupsi pada Pengadilan Negeri hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Tindak pidana kejahatan Bandung Nomor 51/Pid.Sus- _
jabatan atau tindak pidana TPK/2020/PN Bdg Tanggal 8 v
kejahatan yang ada Pebruari 2021
hubungannya dengan jabatan | ww s =et 4 WAV
2. | EDI KUSNADI Tidak masuka kerja selama 38 | Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal | Penurunan Pangkat Setingkat
198301082014121002 hari kerja 3 angka 4 " masuk kerja dan Lebih Rendah Selama 1 (satu)
mentaati ketentuan jam kerja " tahun
3. | IMAM KUSTANDI, A.Md Tidak masuka kerja selama 87 | Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal | Penurunan Pangkat Setingkat
198111122009021002 hari kerja 3 angka 4 " masuk kerja dan Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun
mentaati ketentuan jam kerja " b
4. | AGUS KOSASIH, S.Sos Tidak masuk kerja selama 133 | Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal | Pemberhentian Dengan Hormat
196307131984031008 hari kerja 3 angka 4 " masuk kerja dan Tidak Atas Permintaan Sendiri
mentaati ketentuan jam kerja " sebagai PNS %




Tahun 2022

1. | UNEP HIDAYAT, S.Pd.,M.Si
196507141986021005

Melakukan Tindak Pidana
Korupsi, yang merupakan
Tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri
Serang Nomor 30/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Srg Tanggal 14
Pebruari 2022

Pemberhentian Tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

0

7/

2. | ASEP DARADJAT, ST, MT
197205042005011007

Ditahan menjadi tersangka
Tindak Pidana

Surat Penahanan Kejaksaan Negeri
Sumedang Nomor :
410/M.2.22/Fd.1/03 /2022 tanggal
31 Maret 2022

Pemberhentian Sementara dari
Pegawai Negeri Sipil

3. | FAHMIATRI SANUSI
197712122009011002

Tidak masuka kerja selama
151 hari kerja

Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal
3 angka 4 " masuk kerja dan
mentaati ketentuan jam kerja "

Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri |,
sebagai PNS !

4. | Ir. DENI RIFDRIANA, MM
196408101994031008

Ditahan menjadi tersangka
Tindak Pidana

Surat Penetapan tersangka dari
Kejaksaan negeri Sumedang Nomor
: 1151/M.2.22/Fid.1/09/2022
tanggal 13 September 2022

Pemberhentian Sementara dari
Pegawai Negeri Sipil

5. | HARY BAGIA, MT
198112162005011005

Ditahan menjadi tersangka
Tindak Pidana

Surat Penetapan tersangka dari
Kejaksaan negeri Sumedang Nomor
:1146/M.2.22/Fid.1/09/2022
tanggal 13 September 2022

Pemberhentian Sementara dari
Pegawai Negeri Sipil

6. | BUDI RAHAYU, ST.,MT
197705212008011008

Ditahan menjadi tersangka
Tindak Pidana

Surat Penetapan tersangka dari
Kejaksaan negeri Sumedang Nomor
:1141/M.2.22 /Fid.1/09/2022
tanggal 13 September 2022

Pemberhentian Sementara dari
Pegawai Negeri Sipil

7. | EDI KUSNADI
198301082014121002

Tidak masuka kerja selama 28
hari kerja

Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal
3 angka 4 " masuk kerja dan
mentaati ketentuan jam kerja "

Penurunan Pangkat Setingkat B
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun

8. | DONNY WARMANSYAH, AMF
198501182009011001

Tidak masuka kerja selama 88
hari kerja

Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal
3 angka 4 " masuk kerja dan
mentaati ketentuan jam kerja "

Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri b
sebagai Pegawai Negeri Sipil




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jatan Baringin 1 No. 35 Teip (0721) 481301 Teluk Batung 35227
hipfoaww DR Iampungpriov go.id
emay  bid lampungerovi@amai. com

— i o o s

Telukbetung, #4 - 2% - 2071

Kepada
Nomor 2241 A61 /VL04/2023 Yth.  Kepala Pusat Konsultass dan Bartuan
Sifat . Penting Hukum Badan Kepegawaian Negare
Lampiman | (satu) ek b
P RS sc‘mplar Jakarta
Hal - Inventanisasi Permasalahan
Kepegawaian

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Konsultast dan Bantuan Hukum Badas
Kepegawaian Negara Nomor: 2941/B-BJ.01.01/SD/J/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal
Inventarisasi Permasalahan Kepegawaian, bersama ini terlampir disampaikan Printout

data Permasalahan Hukum Kepegawaian dimaksud (Tahun 2020 «/d 2022)

Demikian atas perhatiannya divcapkan terima Kasih

ARFRA SARIS.STP. MM,
P Pembina Tingkat 1
NIP. 19770505 199712 2 001

Tembusan
Gubenur Lampang {sebage laporan) di Randar Larepung

Dipindail dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

dari 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa

PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

TAHUN 2020
’ ; TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
NO NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
i / / / 4 DASAR HUKUM PENETAPAN
HUKUMARN DISIPLIN BERAT
1. |ACHMAD MUNAWAR, S.STP. Tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama lebih PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung

NIP. 19791103 199912 1 001 Nomor : 889/122/V1.04/2020
1kuterangan yang sah
Pangkat/Gol. Penata Tk. 1 / (l1i/d) Tanggal : 30 March 2020
Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang DASAR:
Pendidikan Politik dan Pe_n;ngkatan Demokrasi Badan Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Lampung Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
2. |Agll Dwi Sasongko, 5.Pd, tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 100 PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP, 19860825 201503 1 004 (seratus) hari kerja tanpa keterangan yang sah PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor . 889/125/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Penata Muda / (lll/a) Tanggal  : 31 March 2020
Jabatan Guru Pertama SMAN 1 Tanjung Bintang DASAR:
Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan dan Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Kebudayaan Prov. Lampung Disiplin PNS
3. JARMAN NUR, S.Pd.| tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 101 PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |[SK Gubernur Lampung
NIP. 19850429 200902 1002 (seratus satu) hari kerja tanpa keterangan yang sah PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor . BB9/126/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Penata Muda / (lllfa) Tanggal : 31 March 2020
Jehatan Guru Pertama SMAN 1 Tanjung Bintang DASAR:
Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan dan Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Kebudayaan Prov Lampung Disiplin PNS
4. JADI BAFAZI tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama lebih PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19780818 199803 1 004 dari 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor . 889/153/V1.04/2020
keterangan yang sah ’
Pangkat/Gol. Penata Muda / (lII/a) Tanggal : 04 Mei 2020

labatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partal Polittk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Prov. Lampung

DASAR:

Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

NO

NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL /JABATAN

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
DASAR HUKUM PENETAPAN

NOMOR DAN TANGGAL SURAT

MEGA SATRIA, 5.E., M.H.
NIP. 19811011 201001 1010
|Pangkat/Gol. Penata / (lli/c)

labatan Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data
Sistem Keuangan Dinas Penanaman Modal dan

|Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung

tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 180
{seratus delapan puluh) hari kerja tanpa keterangan
yang sah

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

DASAR:

Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

SK Gubernur Lampung
. 889/175/V1.04/2020
: 10 Juni 2020

Nomor

Tanggal

SK Gubernur Lampung

6. |NANDA ADHIPUTRA, ST. tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama lebih PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
NIP. 19880918 201503 1005 dari 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Norhor . 289/228/V1.04/2020
keterangan yang sah ;
Pangkat/Gol. Penata Muda / (lllfa) Tanggal : 1Juli 2020
Jabatan Pengelola Data Pada Seksi Industrl Logam, DASAR:
Mesin dan Alat Trnnsponasi Bidang Industri Dasar Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53
Dinas Perindustrian Prov, Lampung Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
7. |KALFI AMINATI, 5T, tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 204 (dua | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19830730 200902 2 006 ratus empat) hari kerja tanpa keterangan yang sah PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor - 889/443/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Penata / (1ll/c} Tangga! : 01Septernber 2020
labatan Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan DASAR:
Hidup Prov. Lampung Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS
8. |BACHRULULUM tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19830424 200903 1003 :et]erangan yang sah selama 205 (dua ratus lima) hari  |PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor . 889/508/V1.04/2020
erja
Tanggal : 08 September 2020

Pangkat/Gol. Pengatur Muda / (ll/b)

Jabatan Pengemudi pada Sub Bagian Umum
Kepegawalan Dinas Sosial Provinsi Lampung

DASAR:
Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o

TR : . , ; TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN :
. NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
e p g ‘ DASAR HUKUM PENETAPAN ;
9. {NIZAM ROHAINI, 5.Pd.I. tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 511 PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19830613 201101 2 002 (Lima Ratus Sebelas) hari kerja tanpa keterangan yang |PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS NGmoF . 889/576/V1.04/2020
) sah
Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.! / (11I/b) Tanggal : 25 September 2020
Jabatan Guru Pertama SMAN 1 Seputih Raman DASAR:
:ﬁz;alen hpmpur:g Tengsh Dinss Pendidikan dan Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53
} o b Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
10, {WIDODO, 5.Pd. tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 1.069  |PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19710920 200604 1018 (Seribu Enam Puluh Sembilan) hari kerja tanpa PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor . 889/ 577 N1.04/2020
keterangan yang sah
Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.1 / (lll/b) Tanggal : 25 September 2020
gbatan Guru Ahli Pertama SMK Negerl 1 Negeri Katon DASAR:
:a;::galen Pesawaran Dinas Pendidikan dan pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53
ebudayaan Prov. Lampung Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
11 IDEKY KURNIAWAN, 5508, tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19770608 200903 1003 keterangan yang sah selama 106 (seratus enam) hari PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor . 889/819/V1.04/2020
kerja '
Pangkat/Gol. Penata / (llifc) Tanggal : 30 November 2020
Jebatan Pengolah Data pada Sub Bagian Umum dan DASAR:
¥epegawalan Dinas Kehutanan Prov. lampung Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS
12, {Paijo M.Pd melakukan pelanggaran terhadap Larangan PNS sesuai |PEMBEBASAN DARI JABATAN 5K Gubernur Lampung
HIP. 19670815 199903 1002 ketentuan dalam pasal 4 angka 15 huruf b Peraturan |, cpp: Nomor  : 862/47/V1.04/2020
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Panglat/Gol. Pembina Tl / (IV/b) pPegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 huruf b PP 53 Tahun 2010 Tanggal  : 05 Februari 2020

labatan Kepala Sekolzh SMAN 4 Tumijajar Kabupaten
Tulang Bawang Barat Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Prov, Lampung

tentang Disiplin PNS

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

ptiatan Anals blontareg, Fosurd den Pelbpodisn
Sadun Prodepaten Jbete® POV Lampacg

Pasal 3 angha 11 FP 5) Tahwa 000 tentang
Deupln PNS

NOT  NAMAZ KIP / PANGKAT/GOL/IABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAM TANGGAL SURAT
32 ey IRTAAN et uban pelanppsran terhadan larargan PNS sewai [PIMBEBASAN DARI JARATAN 3K Gubternur Lampung
RiF 19641030 198803 1 009 irtentuen datem Pasal 4 angha 1 Peraturan Pemenntah |ncpp. Moot 362/ 129104/ 2020
tiomor 53 Tahun 2010 teatang Dol awai Megerl
{PEopkat/Gol. Pernbina Th1/ (/) up el . Patal 4 angka L PP 53 Tahun 2010 tentang Tangae 01 Juli 2020
Jabsten Eepeia SKAEN & Bandar Lempunyg Dinas Disiplin PNS
Fendath an den Kebiydwyaen Prow. Lampung
12 Plarma 64 Nasny S B RS melshudan pungutan dalsm proses penertitan Surat PENURUMNAN PANGEAT SETINGKAT LEBH i Cosberrur Lampung
P 1BE91117 19H0F 1006 |Rekomendas kebetadasn prang ating RENDAM SELAMA 3 (TIGA] TAHUN - 962 3/45//1).04/T020
Fenghad/Geol Pombeng / (iv/a) DASAR: Targpal S Fatraani 2020
inboten Analll Kemasserahatan Sub Bidang Pembauran Pasal 4 angka 1 #9 53 Tahun 2010 tentang
dun Apaargerepacasn Mdany Bina Meoloyi dan Disiplin PNS
Vigwossn Febengusen Raden Kesstusn Bangia dan
okt Proy Levigaeg
15 {ldman Habism tindslan indapdines tidsh mesul Lerjp tanpa PENURUNAN PANGYAT SETINGKAT LEB™H 3K Desbermur Larrgung
i 1HTEIA X013 | 002 keteTampan yang sah selama 46 hari RENDAM SELAMA 3 [TiGA] TAHUN Moot 262 3/124/1 5472030
iPanphat /sl Pomgatur Th 1/ (/) DASAR: Teraga 31 Mg 2D
et Pelmnend Ginas Pervmfustiee dan Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Perdag arpan Fravivu Lamgung JW'ﬂ PNS
16 Iyesisk ANAS tmdakan ndephrer Tdbk musul Lera tanpa PENURUMAN PANGKAT SETINGYAT LERM S Gubermor Larsunyg
W 13761118 ENNO? 1051 |Leterungan yang sshseiema 31 iga pulish satu) har  [RENDAN SELAMA 3 (THGA) TAHUN Momar | 862 MS4EAND47000
m” i Ll -
Panghat/Gal Panets Muda Tl 7 %) JDASAR: Targgud 0% Sapramber XOO
et FergatmEniiTest Knsenan das Budega Daersh Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
(o a2g Sk Rsesosd iaan Peadadian dan tepudeyaen Dhsiplin PNS
Pedn Lol
TP (RIMIA CALUNTA ST pelanggaan drughin berups tdsk masuk berd tangs  [PENURUNAN PANGYAT SETINGSAT LEES W Gubernos Lampung
e 2876873 A00] 2 06 betetangan yang wi cetams 39 (tgas pulih sembdan) RENDAH SZLAMA 3 (TIGA) TAHUN e 61 15681 G4/ T028
Nt VD) i et dscua,
PargialGoa Povate § PR DASAR; Yenggel 1 Seplomoer 220

Diondai


https://v3.camscanner.com/user/download

| isbatan Auddor Al Madya Inspektorat Provinsi
Lampung

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

; TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
2 : NOMOR DAN TANGGAL SURAT
‘NO. NAMA/ RIP / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DASAR HUKUM PENETAPAN
18, [LSASUSANTISE pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa tidak |PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH SK Gubernur Lampung
NiP. 19750410 200701 2 006 masuk kerja dan mentaati jam kerja selama 170 hari RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN Momor . 862.3/813/V1.04/2020
Pangkat/Gel, Penata Muda / {1lifa) DASAR: Tanggal  : 25 November 2020
Jabatan Pengelola Keuangan Badan Pengelola Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Keuarngan dan Aset Daerah Prov, Lampung Disiplin PNS
19. |[RURUL ISHAINE, S.Pd. tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH 5K Gubernur Lampung
NIP. 19870121 201001 2 006 keterangan yang sah selama 107 (seratus tujuh) hari  |RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN Nomot . 889/844/V1.04/2020
kerja
Pangkat/Gal, Penata Muda Tk.1 / (1ll/b) DASAR: Tanggal  : 11 Desember 2020
Jabatan Guru AhH Pertama SMAN | Negara Batin Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Kabupaten Way Kanan Dinas Pendidikan dan Disiplin PNS
Kebudayaan Prov. Lampung
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
20. |KHERLANL S.E, MM, terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN PENUNDAAN KENAIKAN GAJl BERKALA SK Gubernur Lampung
NIP. 19620504 198103 1004 melakukan p.e!_\delua'lan ke partal politik terkait DASAR: fiomor . 862.2/242.1/V1.04/2020
pencalonan dirinya atau orang lain
Pangkat/Gol. Pembina Utama / (IV/e) Pasal 3 angka 4, angka 6 dan angka 7 PP 53 Tanggal : 03 July 2020
Ishatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Manusia Daerah Provindd lampung
Z1 |M. Hyas Hayani Mudas, S H, M.SI terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN PENUNDAAN KENAIKAN GAIl BERKALA SK Gubernur Lampung
dengan melakukan pendekatan ke Partal Politik terkait
HIP. 19711109 199503 1 002 DASAR: . .
pencalonan dirinya atau orang lain Nomor * 862.2/443.1/V1.04/2020
Panghat/Gol. Pembina Utama Muda / (IV/c) Pasal 3 angka 4, angka 6 dan angka 7 PP 53 Tanggal : 01 September 2020
Anafis Sumber Daya Manusia Sub Bagian Kepegawalan Tahun 2010 tentang Dislplin PNS
dan Arsip Biro Umum Setda Provinst Lampung
13 IAHRURRAZL S.P., M.M, terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN PENUNDAAN KENAIKAN GAIl BERKALA SK Gubernur Lampung
#iP 19620701 198303 1013 dengan melakukan pendekatan ke Partai Politik terkait ASAR: _ "
_ pencalonan dirinya atau orang lain o Nomor @ B62.2/607/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Pembina TiLl/ (IV/b) Pasal 3 angka 4, angka 6 dan angka 7 PP 53 Tanggal : 09 October 2020

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

latatan Pengadmintstrasien Umum Dinas
Rependuduban dan Pencatatan Sipil Provinst Lampung

: ! : TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN T
NAMA/ NIF / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURA
NO it 8 A / i DASAR HUKUM PENETAPAN
23 (dr, ZAN ZANARLAH IBRAHIM, S5p S. terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN PENUNDAAN KENAIKAN GAJl BERKALA SK Gubernur Lampung
WiP. 15740101 200212 2 009 dengan me::kukan sos:‘slis:si Inehr:asyarakat dan DASAR: Nomor : B62.2/732/V1.0A/2020
4 _ menggunakan atribut-atribut politik walalupun )
Pangkat/Gol. Pembina Tk.1/ (IV/b) pencalonan yang bersangkutan melalui jalur Pasa! 4 angka 15 PP 53 Tahun 2010 tentang Tanggal . 13 November 2020
labatan Dokter Ahil Madya Rumah Sakit Umum Daerah |independent tidak berfanjut karena dinyatakan tidak | DisiPlin PNS
(RSUD) cukup dukungan oleh KPU Kota Bandar Lampung
Dr. 4. Abdul Meeloek Prov. Lampung
24 1DONY MAHESA PRAIA, S H, MH. telah melakukan tindakan indisipliner tidak masuk kerja [PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH 5K Gubernur Lampung
NIP,18811128 200312 1004 tanpa keterangan yang sah selama 44 hari RENDAH SELAMA 1 TAHUN Nomor : B62.3/510/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Penata Th. 1/ (11l/d) DASAR: Tanggal  : 0% Septamber 2020
labatan Penjaga Taman Makam Pahlawan pada Seksi Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Disiplin PNS
Restoras bosial Dinas Sesial Provinsl Lampung
5. 1. ANSYORL telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH SK Gubernur Lampung
t4iP. 19631108 200212 1 004 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai [RENDAH SELAMA 1 TAHUN Nomor . 862 3/S11/41.04/2020
pengguna anggaran (PA) pada kegiatan pembangunan
Panghkat/Gol, Pembina Th.t / (N/b) gedung rawat inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi | DASAR: Tanggal 08 September 2020
Jabetan Direhtur Aumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung  |Lampung Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 15
dan pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS
25 IM RIZAL NASUTION, SE., MM, telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH SK Gubernur Lampung
MiP, 19800907 701001 1 012 berada di kantor pada saat jam kerja RENDAH SELAMA 1 TAHUN Nomo? : 8§2.3/532/VL0% 2020
Panghat/Gol Penata / (lit/c) DASAR: Tanggal  : 15 September 2020
febatan Aaditor Muda inspektorat Provinsl lampung Pasal 3 angka PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS
27, [HENDRI WHAYA telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIM SK Gubamur Lampung
NP, 19770619 159803 1001 melaporkan data keluarga serta telah melakuban RENDAH SELAMA 1 TAHUN . 862.3/759/V1.04/2020
perceraian tanpa melapor kepada pejabat yang : ; ki
Parghat/Gal, Pengatur Tk |/ {1/ d) berwenang DASAR; Tanggal  : 20 Nowember 2020

Pasal 3 angka 4 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

Dipindai dengan CamScanner
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Lafeten Puitanysan Alti Fertama pady Sebsi

Feageistsen Battan Puitaks Dinas Perpustabean dan
Ragepy Dwwral Frovvires Lamneng

Pegrwal Neperi Sipd [PNS)

Pasal 3 angka 4 dan angka 6 dan Patal 4 angka 6
PP 53 Tshun 2010 tentang Disipin PNS

RO et i ; TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
Nﬁ ‘MAMAS NP/ MQMYJW'I'M PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DASAR HUKUM PENETAPAN
Hoa [RAITAT EPL DL S triah melakukan pelanggaran diipén berupa lalai PENUNDAAN KENAIXAN PANGHAT SELAMA | [5K Gubarnur Lamgung
RIP 19140628 19970 3 004 dulam melsbsanaban tugas dan tanggung [awab sebagai [ TAHUN Normot 862 2/512/V1L08/ 2620
i Pejabal Permbuat Komamen (PPY) pada begiatan DASAR: Tanggel 08 Septerber 2020
Panghat/Gat Penats / (e} pembangunan gedung rawst inap Rumah Sakit fiwa .
1abratan Anehis Lapni=n Keusngan Sub Bagien Tota Daeral Mrovinul Lampung Patal ) angha 4, angha 5, angka 9, dan 15 dan
ieaka amrah Sakit baea Prov Lampusg pasal 4 angka 6 PP 5] Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS
i!\?.- YULIA BAUSTIFASARL & T, telah melsbuban pelanggsran dniplin berupa lalai PENUNDAAN KENAIXAN PANGYAT SELAMA 1 SK Gubernur Lampung
WP 19720700 199303 1006 dulam melsdsanshan tugey yaity menggunakan tecara [TAHUN Namor BE2 2/919/41.04/2020
A langwung dana Pendapatan Asli Dacrah (PAD) )
Fangkat/Tiel Pembona [ ((¢/2) - { DASAR: Targgal  : 30 Dmcember 2020
labstan Kegels UPTD Labosatonum Linghungan Dinas Pasal J angka 9 dan Pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun
Linghungen Hegup Prgvinst Lampung 2010 tentang Disipln PHS
B Haumom, v o 1o bkt telah melshuksn pelanggaran deipim berupa  |PENUNDAAN KENAIKAMN PANGEAT SELAMA 1 K Caulermur Larmoung
N# 39780311 200301 1005 Snnetinnn g o manjunilas spsnels yung Bokan - [LAHUN [Homer - ssz2m207008/2000
rewemang enny s dicst bemampuinnya webagsi .
Forghat/Col Ponata Muda / (7)) DASAR: Tenggad ;. A3 Devember 2010

HUKUM AN D3SIPUN RINGAN

1 13

91, btery Tpohs Subartimps, MK
N L0 159807 | 001

Perghat Gai Pembina titama Madya | {(N/d)
ateters Deesler Utema RAUD Dr k. Abdul Moeloek
g Lanpung

teleh metsdbubon perbudtan befupa bidak membertkan
| pelayanen srbele basiny g bepads masyarakal

TEGURAN LISAN
DASAR:

Pazal 3 angha 14 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

S Setda Prow. Lympung
Nomot 862 Y181/ 0478220
Targgel 21 juw 070

¥ Exrynie
K 226 YO0 198500 ) 002
Panghanae] Pendioa Utama Madba [ (50

aheteh bepis T Per praalaaaan dan Kearuipan
P L TRty

ter buit tidak membimbing bewshan dalam
melzksanzian tuga

TLGURAN USAN
DASAR:

|Pasal 3 angha L PP 53 Tahun 2010 tentang
Ohsiplinn PHS

K. Senda Prov. Lampung
Meresi 361 1/214M.04,2000
Tanggal . 23 Mowesnber 2000
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' NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

Jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. H. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung

NO. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
T DASAR HUKUM PENETAPAN
33. |dr. SURYA PUSPA DEWI, MARS telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan |TEGURAN TERTULIS SK. Sekda Prov. Lampung
NIP. 19700613 200212 2 003 pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat DASAR: Nomor - 862.1/193/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Pembina Utama Madya / (IV/d) Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Tanggal  : 21 Juni 2020

Disiplin PNS

ELI HARTATL, S. Kep., MM.
NIP. 19661006 198803 2 008
Pangkat/Gol. Pembina Tk.1 / (IV/b)

Jabatan Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi
Lampung

telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan
pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat

TEGURAN TERTULIS
DASAR:

Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

SK. Sekda Prov. Lampung
: 862.1/194/V1.04/2020
: 21 Juni 2020

Nomor

Tanggal

35,

dr. BAMBANG EKO SUBEKTI, Sp.An, MSc, KNA
NIP. 19740220 200212 1002
Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a)

Jabatan Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan
pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat

TEGURAN TERTULIS
DASAR:

Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

SK. Sekda Prov. Lampung
: 862.1/195/V1.04/2020
1 21 Juni 2020

Nomor
Tanggal

Jabatan Kepala Instalasi Bougenvile Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

36. |Ns. ELLIS, S.Kep telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan |TEGURAN TERTULIS SK. Sekda Prov. Lampung
NIP. 19690620 198812 2 001 pelayanan sebaik balknya kepada masyarakat DASAR: Nomor  : 862.1/196/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a) Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Tanggal  : 21 Jjuni 2020

Disiplin PNS

Jabatan Supervisor IRNA 3B Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Dr. H. Abdul Maeloek Provinsi Lampung

37. |Ns. SRI SUKATI, S.Kep. telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan |TEGURAN TERTULIS SK. Sekda Prov. Lampung
NIP. 19649323 198803 2 003 pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat DASAR: Nomor  : 862.1/197/V1.04/2020
Pangkat/Gol. Pembina Tk.! / (IV/b) Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Tanggal ; 21 Juni 2020

Disiplin PNS
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NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

i PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
e DASAR HUKUM PENETAPAN
38. {dr. ACHMAD TARUNA, SP.PD. KGH-TINASIM telah melakukan perbuatan berupn tidak memberlkan  [TEGURAN TERTULIS SK, Sekda Prov, Lampung
NIP. 19570909 198403 1 003 pelayanan sebalk balknya kepada masyarakat DASAR: Nomor L A6, 1/ 199042020
Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda / (IV/<) Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Tanggal ¢ 21 Junl 2020
Jabutan Kepala Instalasl Rawat Inap 3 Rutnah Sakit Disiplin PNS
Umum Daerah (RSUD) Dr. 1. Abdul Mocloek Provinsi
Lampung
39. |dr, RICKY RIVALINO SITEPU, 5p.PD, telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan [ TEGURAN TERTULIS SK. Sekda Prov, lLampung
NI, 19870305 201907 1004 pelayanan sebaik balknya kepada masyarakat DASAR: Nomor CB62,1/198 VLOA/2020
Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.1 / (I1I/b) Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Tonggal & 21 Juni 2020
labatan Dokter Speslalls Penyakit Dalam Ahll Pertama Dislplin PNS
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul
Moeloek Provinsl Lampung
40, |Dra. CINTHIA PANDANWANGI, M.H.

NIP. 19740402 199303 2 003

 Pangkat/Gol, Pembina Tk.| / (IV/b)

Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinns
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

terbukti memiliki gaya kepemimplnan yang terkesan
arogan, kurang menghargal pendapat bawahan, tidak
mau menerima saran masukan darl bawahan, suka
marah/terlak-teriak yang tidak jelas, suka
mempermalukan staf di depan umum dan banyak
ketidak sepahaman dengan bawahan di Bidang
Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsl Lampung, sehingga mengakibatkan
kondisi kerja yang dirasakan oleh sebaglan besar
pegawal di Bidang Pengelolaon Arslp pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Lampung menjadi

kurang kondusif, kurang harmonis dan kurang nyaman.

PERNYATAAN TIDAK PUAS
DASAR:

PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Pasal 3 angka 5 dan angka 15 dan Pasal 4 angha 9

SK. Sekda Prov. Lampung
§B62.1/815/VI.0A/2020
i 25 November 2020

Nomor

Tanggal

Dipindai dengan CamScanner
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NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

NOMOR DAN TANGGAL SURAT

Jabatan Kepala Seksi Akuisisi dan Layanan Kearsipan
Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung,
sehingga ditegur dengan keras oleh Dra. Cinthia
Pandanwangi, S.H. selaku Kepala Bidang Pengelolaan
Arsip yang berujung pada pertikaian keduanya

Disiplin PNS

g, PELANGGARAN YANG DILAKUKAN
_Nﬂ_ { f DASAR HUKUM PENETAPAN
41, [Meti S5antana, 5.505. terbukti sering melampaui kepala bidangnya selaku TEGURAN TERTULIS SK. Sekda Prov. Lampung
NIP. 19730512 199212 2 002 atasan langsung dan sering tidak berada di ruang kerja DASAR: Nomor . 862.1/816/V1.04/2020
Bidang Pengelolaan Arsip namun di Kantor Dinas
Pangkat/Gol, Penata Tk. 1 / (111/d) Pasal 3 angka 1 PP 53 Tahun 2010 tentang Tanggal : 25 November 2020

Dipindai dengan CamScanner
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PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Jabatan Pelaksana pada Seksi Operasional dan
Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan
Keteritraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
Prov. Lampung

Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

TAHUN 2021
5 ' TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN Sl
ANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL
NAMA/ NIP / PANGKAT/ ! DASAR HUKUM PENETAPAN
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
SYAIFULLAK tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |Keputusan Gubernur Lampung
NIP. 19740315 200701 1 007 keterangan yang sah selama 158 (seratus lima puluh PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor : 889/194/V1.04/2021
delapan) hari kerja : 21
Pangkat/Gol Pengatur / (I1/c) DASAR: Tanggal : 31 March 20
Jabatan Pengadministrasi Umum Sub Bagian Seksi Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor
Fetroli dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Prov. lampung Sipil
FERY RUSIDIN tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |Keputusan Gubernur Lampung
NIP. 19800602 200701 1005 keterangan yang sah selama 158 (seratus lima puluh PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor . 839/195/V1.04/2021
; 5 delapan) hari kerja
Pangkat/Gol Pengatur / (il/c) l DASAR: Tanggal : 31 March 2021

ANGGA WIRAPERDANA
NiP. 19861107 201001 1 001
Pengkat/Gol. Pengatur Muda TK. 1 / (lI/b)

fabatan Pelaksana pada Seksi Operasional dan
Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
Prov. Lampung

tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa
keterangan yang sah selama 158 (seratus lima puluh
delapan) hari kerja

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

DASAR:

Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

Keputusan Gubernur Larnpung
Nomor 1 889/197/VL04/2021

Tanggal : 31 March 2021

HERL SAPTONO
NIP, 15770720 200701 1 006
Panghat/Gol Pengatur Tk.1 / (1/d)

Jabetan Pramu Bakti Sub Bagian Umum dan
Kepeguwalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana/penyelewengan yang berupa
Penyalahgunaan Narkotika dan dihukum penjara
selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

DASAR:

Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No
5Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 247 dan
Pasal 250 PP No 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS sebagaimana telah diubah
dengan PP No 17 Tahun 2020

Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : 889/198/\1.04/2021

Tanggal : 31 March 2021

Dipindai dengan CamScanner
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TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

NOMOR DAN TANGGAL SURAT

NIP. 19770109 200801 2 007
Pangkat/Gol. Penata Tingkat 1 / (I11/d)

labatan Analis Layanan Umum pada Sub Bagian Tata
Usaha Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung

Yulian Suhandi, S.H., M.Kn. (masih berstatus suami sah
dari Saudari Evi Trianti, S.E.) dan pernikahan tersebut
tidak mempunyai persetujuan dari istri sah

; . NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN
NAMA/ / / / DASAR HUKUM PENETAPAN
5 |KHOLIDAH, SKM. terbukti telah melakukan tindakan indisipliner berupa |PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |Keputusan Gubernur Lampung
NIP. 19710310 199103 2 004 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama  |PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor : BB9/670/V1.04/2021
329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari kerja
Pangkat/Gol. Penata Tingkat 1/ (Ill/d) DASAR: Tanggal  : 12 October 2021
Jabatan Pengelola Pelayanan Kesehatan pada Seksi Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor
Sumberdaya Pelayanan Keperawatan 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
6 |OKTARIA AGUNG PUTRI, S.E. terbukti telah melakukan tindakan indisipliner berupa |PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |Keputusan Gubernur Lampung
NIP. 19801012 200902 2 001 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama  |PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomar . 889/671/V1.04/2021
346 (tiga ratus empat puluh enam) hari kerja
Pangkat/Gol. Penata / (lil/c) DASAR: Tanggal : 12 October 2021
Jabatan Pengelola Perizinan Usaha Pertambangan pada Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor
Bidang Mineral dan Batubara 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
7 |FRANSISCUS WINADI terbukti telah melakukan tindakan indisipliner berupa |PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |Keputusan Gubernur Lampung
NIP. 19681117 201001 1 001 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama  |PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor - 889/770/V1.04/2021
114 (seratus empat belas) hari kerja
Pangkat/Gol. Pengatur / (llfc) DASAR: Tanggal : 01 December 2021
Jabatan Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor
Usaha Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Hortikultura Prov. Lampung
8 |AHMAD REFDI DEWANGGA, 5.T. Penyusun Rencana Kerjasama Industri pada Seks PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |Keputusan Gubernur Lampung
NIP. 19820103 201001 1 007 Fasilitasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan |PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor : 889/787/V1.04/2021
Provinsi Lampung '
Pangkat/Gol. Penata / (lli/c) DASAR: Tanggal : 08 December 2021
Jabatan Penyusun Rencana Kerjasama Industri pada Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94
Seks Fasilitasi Industri Dinas Perindustrian dan tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Perdagangan Prov. Lampung
9. |SULFI MEUANTL, S.E., M.M terbukti telah menikah secara siri dengan Saudara PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH

RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

DASAR:

Pasal 4 ayat (2) PP No 45 Tahun 1990 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : 889/86/V1.04/2021

Tanggal : 01 February 2021

Dipindai dengan CamScanner
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PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

TINGKAT DAN JTNIS HUKUMAN
DASAR HUKUM PENETAPAN

MOMOT DAM TANGGAL SURAT

TR
AP QORI LOXA MOORD L 002
Forgh st/ Got Pengstur Buda TH 1 (WD)

Habatete Peled tana pada Sebal Gpersvional den
Prrgecafplisn fefong Kstertdian Umiien dan
eteatyamen Mesyarakat Satuan Poll Pamong Prajs
ey Lamping

melahuban pelangaran terhadsp bewagtion PAS yaity
Tidah masub kerjs dan mentast jam kerja tanpa avalan
yarg sah velama 104 (seratun) hari kerja

PEMURUNAN PANGEAT SETINGEAT LEBIM
RENDAH SELAMA 1 (T1GA) TAHUM

DASAK:
Patal 1 angha L1 Peraturan Pemersintah Nomos

51 Tahun 2010 tentang Disipllin Pegawal Negen
Sipil

Eepulusan Ouber nut |ampung

L

TOARIAIAN, § £
r9 19681015 199571 1 001
Pinghat Gl Bermbing Tiaghat |/ (V/b)

|lebutan Cure AnH Madya pasts SMAN 1 Tanking Sari
|iatupaten Lampung Selaten (hnas Pendidiban Proy
Lrmgurg

terbakt] tetah melskuban pelanggsran terhadap
hewaptan PNS yaitu tidab menaati segala betentuan
[Prrundang undangen dan hdak beberjs dengan jujur,
tef b, cermat, dan bervemangst untuk bepentingan
negafa

PINURUNAN PANGYAT SETINGKAT LERIH
RENDAM SELAMA 1 [TIGA) TAHUN

DASAR:

Pasal Y angka 4 dan angka 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Megeri Sigil

HUFUM AN DISHTUN SEDANG

12

iy SvaUEUDEN BUR
N ASRS04 4 (9970) | e
PanghatOul Pemnbuna / (IV/a)

abeten Gura AR RMadya SMN Negeri | Sepulth Agung
Yabupaten Lamgung Tengah Diarl Pendidiban dan
tobutlrysan Prov Lampung

‘mmumwu atat netratitas ASH yaitu melabukan
foto beriama pasangan calon dengan mengihuti simbat
Lamg an seDag sl Dentuk helerphiaben

PINUNDAAN KENAIKAN GAJI BERXALA
Da<an
Pasal 4 angha 14 Peraturan Pemerintah Momor

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri
Sipil

Neprnair BNV 1066 S 0 361D
Tangysl 18 March X121
Frpatinsan "ol roir Larmparag
Momor 89/4159/1.08/2021
Tonggal - 22 June 2021
Keputytan Gubses rust Lamipang
Nomor . B2 IR N oA 200
Tasggat - 27 Jamuary JO21

13

TRISODAOWATL 4.1, MY
S 1971060 19980 Do
fanguat/Goi Pembing T iV

ishatyn kepely ivdaryg B Program [enas Bina Marga
ST Bing LosriffUA L Provena Lampung

terbukl isle Cengan tedah melshuban pelanggaran
terhadap bewesbien PHS yorlu udak melsksanakan
lugas bedvesan yang dipercayakan hepada PNS dengan
penut peng sbdien, bewsdaran, dan tanggungjawab
serla bask Debef e dengan jugs, tertih, dan cermat
Unluk Lepenlingan negars

PENUNDAAN KEMAIXAN GAll BERKALA
DASAR:
Pasal 3 angka 5 dan angka 9 Persturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Oisiphin Pegawal Negeri Sipal

Keputirtan Gulermus Lampung

14

A BAATALA S E AR

WiF. 19861711 200001 20

Pamghel ool fenala / (03}

taboetan Ansls Program Pemlangunsa Seflatien pads

St Bugeet Lormbir Dayas Alaw festancen, Kenutan dan
femianan Bro Perskondmien Setda Prov Lempunyg

bahwa yang bersenghbuten sudsh berceral secary
agama. dv buklian dengan wurat talak sebenya 2 (dua)
kadl glen Sdr. Habay Jays dan sudah reenihah lagl
dergan S3r. Benny Syahleri secara sgama, namun
bedum melsporian ptay dicats! secara hukum negars.

PENURUNAN PANGKAT SETINGYAT LERIM
RENDAH SELAMA L TAHUN

DASAR:

Patal 2 ayat (2) UU No | Tehun 1974 temtang
Pertaninan dan Pasal 14 PP Mo 45 Tahen 1950
tentang koin Perkawinan dan Percorsian Bag) NS

Mamor BE2. 2/TT 1/ 04,202%
Tanggat 21 December J021
keputuaan Gubernur Lampung
Namor 862.2/120/V1 0412021
Tanggat 26 February 2021
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* NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL.JJABATAN

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
DASAR HUKUM PENETAPAN

NOMOR DAN TANGGAL SURAT

. [RED AR PURNARA, SSTP, M M.

HiP 19%11076 201206 1001
Perghat/Gol Penata Muda TII / {Iti/b)

Jzbatan Pengawas Pemerinteh Ahll Pertama
irspektorst Provins Lampung

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa telah
menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atau Dalam
Ji‘tom Pengadilan yang tidak Prosedural

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1
TAHUN

DASAR;:

Pasal 3 angka 9 PP No 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

Keputusan Gubernur Lampung
1 B62.2/222/1.04/2021
: 14 Apnl 2021

Nomor

Tanggal

16

RONI FASLAH
NIP 19750727 200604 1009
Panghat/Gol. Pengatur Tk | / (I/d)

labatan Polisi Pamong Prajs Pelaksana/Terampil pada
Sstuan Pelisi Permeng Praja Prov. Lampung

terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1
TAHUN

DASAR:

Pasal 3 angka 4 PP No 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

Keputusan Gubernur Lampung
Nomor 1 852.3/686/V1.04/2021

Tanggal : 27 October 2021

17 JEVI KUSNARACNL 5.5, telah melakuban perbuatan berupa melaksanakan PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 Keputusan Sesretaris Daerah Provins:
HIP 19790810 200504 2 001 pengumpulan dana pendidikan dari masyarakat berupa [TAHUN 1Lamwng
pungutan bukan sumbangan atas nama dana komite
FangkatiGol. Penata TK. | / (I1/d) sekolah DASAR: Nomor 1 BS2.2/B01V1.04/2021
{iat:atan Guru Akl Muda SMA Negeri 1 Abung Pekurun Pasal 3 huruf ¢ PP Nomor 94 Tahun 2021 Tanggal - 13 December 2021
Kalrypaten Lampung Utara Dings Pendidikan dan tentang Disiplin PNS
Rebudayasn Prov, Lampung
1B [Ore. YINA RITANTI M Pd

WiP. 19651114 199003 2007
Parghat / Gol Pembing Th. | /(IV/b)

[ Labetan Guru Ahl Madya SMA Negeri 1 Abung Pekurun
babupaten lampung Ltara Dinas Pendidikan dan
fetiwdayaan Prov lampung

telah melskukan perbuatan berupa melaksanakan
pengumpulan dana pendidikan dari masyarakat berupa
pungulan bukan sumbangan atas nama dana komite
sekolah

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1
TAHUN

DASAR:

Pasal 3 huruf ¢ PP No 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS

Keputusan Gubernur Lampung
» B62 2/835/VL04/2021
: 29 December 2071

Momor

Tanggal

HUKURAN DISIPLIN RINGAN

Drs MRUJIONG M Pd
NP 19651020 199201 1004
Fangrat God Pembana Tk (/7 (W)

hanglan Gung Ahl Madya SMA Negerl 1 Batang Man
Uines Pendidhan dan Kebadayaan Prov. Lampung

telah melabukan perbuatan berupa bukti kas
pengeluaran yang tidak sinkron dengan faktur belanja

TEGURAN TERTULS
DASAR:

Pasal 3 angka 9 PP No 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

Keputusan Seiretaris Daersh Provins

Lsmpung
Nomaor L 362 14T/ G4/ 2028
Tanggal 19 jamuari 2021

Dipindai dengan CamScanner
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‘NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

NO | PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
| : ; DASAR HUKUM PENETAPAN

20, |HUSNUL MARATI, 5.Ag., M.Pd.l. telah melakukan pelanggaran disiplin berupa TEGURAN TERTULIS Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi

NIP. 19691114 199802 2 001 penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun |acap. Lampung
. 2019-2020 yang belum sepenuhnya dilakukan secara

Pangkat Gol. Pembina Tk.1/ (IV/b) transparan Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 [Nomor : 862.1/639/V1,04/2021
Jabatan Kepala Sekolah SMAN 1 Kalirejo Lampung Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tanggal : 24 September 2021
Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
Lampung

21. |HIDAYAT, S.E., M.M. terbukti melakukan keterlambatan melaporkan ke PERNYATAAN TIDAK PUAS Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
NIP. 19701122 199301 1001 instansi tempat bertugas atas putusan cerai dari DASAR: Lampung

Pangkat Gol. Pembina Tk.I / (IV/b)

Jabatan Kepala Bidang Lalu Untas dan Angkutan Dinas
Perhubungan Provinsi Lampung

Mahkamah Agung yang telah incrah sehingga
mengakibatkan tunjangan istri selama £ 5 (lima) bulan
terlanjur telah di bayarkan kepada PNS yang

bersangkutan

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP No 45 Tahun 1950
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Nomor : 862.1/681/V1.04/2021

Tanggal : 22 October 2021

AN KEPEGAWAIAN DAERAH
AN LAMPUNG

\)

Dipindai dengan CamScanner
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PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Jabatan Gury Ahli Madya SMA N 15 Bandar Lampung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal
247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
sebagaimana telah diubah dengan PP No 17
Tahun 2020

TAHUN 2022
g TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
NO| NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
= ! / / { DASAR HUKUM PENETAPAN {
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
1. |ELFINA RUSDI, 5.T., MTA. melanggar kewajiban PNS yaitu tidak melaksanakan PEMBEBASAN DARIJABATAN MENJADI JABATAN [SK Gubernur Lampung
NIP. 15650904 198603 2 001 kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah PELAKSANA SELAMA 12 BULAN Nomor : 862/132/V1.04/2022
) yang berwenang dan tidak menaati ketentuan T I :21F 2002
Pangkat/Gol. Pembina Tk. | / (IV/b) peraturan perundang-undangan, terbukti telah DASAR: angsal ;21 February
Jabatan Kepala Bidang Produks| pada Dinas Perkebunan |melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa Pasal 3 huruf c dan d PP 94 Tahun 2021 tentang
Provinsi Lampung mendapatkan izin Disiplin PNS
Menjadi
Analis Sumber Daya Air pada Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Ekonomi dan
Pembangunan dan Kerjasama Baitbangda Prov.
Lampung
2. M. ERLANDO JAYA, 5.IP. tidak masuk kerja selama 62 (enam puluh dua) hari PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH SK Gubernur Lampung
NIP. 19840318 201001 1 003 kerja RENDAH SELAMA 3 (TIGA} TAHUN Nomor  : B52.3/176/V1.04/2022
Pangkat/Gol. Penata/(lllfc) DASAR: Tanggal  : 15 Maret 2022
Jabatan Pengawas Pelayanan Publik pada Biro Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Crganisasi Setda Provinsi Lampung PNS jo. PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. |AMRULLAH berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS [SK Gubernur Lampung
NIP. 19620907 199412 1001 Tanjungkann; Nomor: 21?!P|d.5u5¢‘2021/PN T{k PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAL PNS Nomeor . 888/157/IV.04/2022
tanggal 10 Juni 2021, menjatuhkan pidana penjara
Pangkat/Gol Pembina/{Iv/a) selama 15 (lima befas) tahun DASAR: Tanggal  : B Maret 2022

Page 1of 7

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

NOMOR DAN TANGGAL SURAT

Pangkat/Gol. Penata Muda/(lll/a)

Jabatan Guru Ahli Pertama pada SMAN 2 Tanjung Raja
Kabupaten Lampung Utara Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

dengan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN

NO| NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN
! : / / DASAR HUKUM PENETAPAN
4. {IFTITA SELVIANA, S. Pd. melakukan peanggaran Pasal 238 ayat (1) PP 11 tahun |PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19910531 201902 2 003 2017 tentang Manajemen ASN yang telah dirubah PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Nomor : 889/175/V1.04/2022

DASAR:

Pasal 238 ayat (1) PP 11 tahun 2017 tentang
Manajemen ASN yang telah dirubah dengan PP
17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN

Tanggal : 15 Maret 2022

Jabatan Guru Muda pada SMAN 1 Sumber laya Kab.
Lampung Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prowvinsi Lampung

5. |Dra. IDA NURSANTI, M.M. melakukan pelanggaran dengan tidak masuk kerja PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
Pangkat/Gol. Pembina Tk.I/{IV/b) DASAR: Tanggal 15 Maret 2022
Jabatan Guru Ahli Madya SMA N 2 Abung Semuli Dinas Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung PNS
6. |OKTARIA AGUNG PUTRI, S.E. terbukti telah melakukan tindakan indisipliner berupa |PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung
NIP. 19801012 200902 2 001 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Noimor . 889/517.a/V1.04/2022
329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari kerja

Pangkat/Gol. Penata / (lI/c) DASAR: Tanggal : 11 Cktober 2022

Jabatan Pengelola Perizinan Usaha Pertambangan pada Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber PNS

Daya Mineral Provinsi Lampung

PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 889/671/V1.04/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGA| PEGAWAI NEGERI SIPIL

7. |MERI KARTIKA, 5.Pd. Perbuatan tidak masuk kerja selama 298 (dua ratus PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS |SK Gubernur Lampung

NIP. 19710319 200604 2 001 sembilan puluh delapan) hari kerja secara terus PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS NoinGe . 889/633/V101/2022
menerus

Pangkat/Gol. Penata Tk.1 / (111/d) DASAR: Tanggal : 20 Desember 2022

Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
PNS
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TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

PanghayyGel. Pengatur Th.1/(1/d)

labatzn Pemelihara Jalan pada Seksi Jalan Dinas Bina
Marga dan Bina Kenstruksi

26 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, Sdr. Hasrul alias Ujang alias Uda Bin
Munir (Alm) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-
sama dan berlanjut dan dijatuhi hukuman pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan B (delapan) bulan

RO NAMA/ NiP / PANGKAT/GOL /JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
: : : DASAR HUKUM PENETAPAN
B |NONA LESTARIRI berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SK Gubernur Larnpung
NIP. 19841206 200903 2 004 Karang Kelas LA Nomor: 591/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal [SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK Nomor . 888/152/IV.04/2022
% 10 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan PIDANA BERUPA PENIPUAN )
angkat/Gol. Pengatur/{il/c) hukum tetap, Sdri. Nona Lestari Rl NIP. 19841206 ey i TSlewanl
Jabatan Pengelola Pendaftaren dan Pendataan 200903 2 004 Pangkat/Golongan Pengatur/(ll/c) DASAR:
Pajak/Retribust Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD  [dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan |50 o187 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang
Pengelolaan Pendapatan Wilayah VI Kotabumi Badan  [melakukan tindak pidana berupa penipuan, dan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal
Fendapatan Daerah Provinsl Lampung dihukum penjara selama 3 (tiga) Tahun 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
5. |HASRUL berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung PEMBERHENTIAN TIDAX DENGAN HORMAT 5K Gubernur Lampung
NP, 19680801 200701 1026 Karang Kelas 1A Nomor: 561/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal |SEBAGAI PNS KARENA MELAXUKAN TINDAK Nemor : B38/189/1v.04/2022

PIDANA BERUPA PENIPUAN

DASAR:

Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal
247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

Tanggal

! 23 Maret 2022
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: . TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
NO NAMA/ NiP / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT
- DASAR HUKUM PENETAPAN
10. [ir. EDI YANTO, M.Si. berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SK Gubernur Lampung
angkat/Gol. Perriblia Ut Madya / (IV/d tanggal 3 Februari 2022 yang telah memiliki kekuatan |PIDANA YANG BERUPA KORUPSI YANG
ehgkay/Gol Pembing Utama Madve ) hukum tetap, Sdr. Ir. Edi Yanto, M.Si Bin Jenasin DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN TangE.  : GDmmnber20a2

Jabatan Analis Jabatan pada Sub Bagian Analis Jabatan
Biro Organisasi Setda Prov. Lampung

bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi hukuman

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat)
bulan

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

BERLANJUT
DASAR:

Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal
247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

11,

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
ALl ROSAD, S.Pd.

12.

NIP. 19760416 200312 1 005
Pangkat/Gol. Pembina Tk. | / (IV/b)

Jabatan Guru Ahli Madya pada SMK Negeri 2 Terbanggi
Besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Llampung

Anggaran Sekolah

Telah melakukan perbuatan menggunakan dana komite
yang tidak sesuai/merujuk pada Rencana Kegiatan dan

TAHUN

DASAR:

Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS

PENUNDAAN KENAIKAN GAll BERKALA SELAMA 1

SK Sekda Provinsi Lampung
: 862.2/116/V1.04/2022
: 1S February 2022

Nomor

Tanggal

VICTOR ARIANTONI, 5.H.
NIP. 19820621 200903 1 001
Pangkat/Gol. Penata Tk. | / (lll/b)

Jabatan Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia
Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

sesuai dengan ketentuan terhadap proses Kenaikan
Pangkat 4 (empat) guru PNS Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

Terbukti telah memberi pelulang dan mempermudah
pengusulan kenaikan pangkat tanpa persyaratan yang

TAHUN

DASAR:

Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS

PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1

SK Kepala Bidang Penyajian Data dan
Kepangkatan BKD Provinsi Lampung

Nomor : B62.2/479.3/V1.04/2022

Tanggal : 19-Sep-22
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|no " NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
DASAR HUKUM PENETAPAN

NOMOR DAN TANGGAL SURAT

MUH. FARID, 5.Pd.

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai

PENUNDAAN KENAIKAN GAJl BERKALA SELAMA 1
TAHUN

SK Sekda Provinsi Lampung

NIP, 19630416 198601 1003 ) Nomor : 862.2/490/V1.04/2022
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
Pangkat/Gol. Pembina Tk. | / {IV/b) Dalam Mengelola Dana Komite Sekolah SMAN 1 DASAR: Tanggal : 26 September 2022
Jabatan Wakil Kepala Sekolah (Guru Ahli Madya) SMAN |Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang
1 Bandar Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disiplin PNS
Provinsi Lampung
14. |RATNA DEWI RIA, 5.Kep. Pelanggaran Indisipliner PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH SK Gubernur Lampung
NIP. 19690303 199203 2 006 RENDAH SELAMA 1 TAHUN Nomor  : 862.2/206/V1.04/2022
Pangkat/Gol. Pembina / (Iv/a) DASAR: Tanggal  : 31 March 2022

labatan Kasubbag Pemasaran, Pengelolaan Pelanggan
dan Informasi Publik RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung

Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
PNS

15. [IWAN JUNIAWAN, A.Md. KG. Perselingkuhan PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH SK Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloak
NIP 19850607 200902 1 001 RENDAH SELAMA 1 TAHUN Provinsi Lampung
Pangkat/Gol. Pengatur Tk. | / (11/d) DASAR: Nomor : 800/1372/VILO1/2.3/1%/2022
Jabatan Perawat Gigi Terampil RSUD Dr. H. Abdul Pasal 14 PP 45 Tahun 1990 tentang Perubahan  [Tanggal : 19-Sep-22
Moeloek Provinsi Lampung atas PP 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan
dan Perceraian PNS
16. |Drs. NGIMRON ROSADI, M.Pd. telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH SK Sekda Provinsi Lampung

NIP, 19670910 199403 1001
Pangkat/Gol. Pembina Tk. | / (IV/b)

Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung

Jabatan Kepala Sekolah (Guru Madya) SMAN 1 Bandar

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai
Kepala Sekolah SMAN 1 Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2020/2021

RENDAH SELAMA 1 TAHUN

DASAR:

Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS

Nomor 1 862.2/489/V1.04/2022

Tanggal : 26 September 2022

Dipindai dengan CamScanner
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NIP. 19770206 200903 1003
Pengatur Muda Tk. I/{l1/b)

Jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana pada UPTD KPH
Pesisir Barat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 2
(dua) (motor Honda CRF 150 L dengan Nomor Polisi BE
4365 BZ) yang merupakan kendaraan operasional yang
bersangkutan sebagai anggota Polisi Kehutanan KPH
Pesisir Barat, yang sedang dipergunakan untuk
kepentingan pribadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei
2021

DASAR:

Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

e TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN TR
NOMOR DAN TANGGAL SURAT _
Nﬂ NAMA/ NI / PANGKAT/GOL./JABATAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN o UKL PENETAPAN
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
17. |HAKORI terbukti benar dan mengakui telah menghilangkan PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS 5K Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan

Mutan Pesisir Barat Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung

1 SK224/V.24/%.1.1/2022
: 04-Apr-22

Nomor

Tanggal

18

BADRI RAHMATULLOH, 5.Pd.
NiP. 19920922 201902 1003

terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan
jasa Sdri. HERA APRIZA, S.Pd. Terkait dugaan
|pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fubgsional

PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
DASAR:

SK Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

NiP. 19881223 201402 2 001
Penata Moda Tk 1/ (IN/b)

Jabatan Guru Pertama pada SMAN 1 Dente Teladas
Dinas Pendldikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

jasa Sdri. HERA APRIZA, 5.Pd. Terkait dugaan
pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fubgsional
Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung

DASAR:

Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

Penata Muda / {lil/a) Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Pasal 3 hurufd d?n Pasal 9 ayat (1) huruf b Nomor : B0O/3343/V.01/DP.1A/2022
Jebatan Guru Pertama pada SMAN 2 Dente Teladas Lampung Peraturan Ple-nf'lenntah Nomor 94 Tahun 2021 Tanggal : 25-Oct-22
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentang Disiplin PNS

1% |DEVI LISTAMI, S.S0s. terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan |PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS SK Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Lampung

Nomor ! BOD/3343/V.O0L/DP.1A/2022

Tanggal | 26-Cct-22

KHASMAR HASUNG PRASETYAWATI, 5.Pd.
NiP. 19951014 201902 2 001
Pensta Muda / (ill/a)

jatiatan Guru Pertama pada SMAN 2 Dente Teladas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan
jasa Sdri. HERA APRIZA, S.Pd. Terkait dugaan
pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fubgsional
Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung

PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
DASAR:

Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

SK Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

MNomor 1 800/3343/V.01/07.1A2022

Tanggal . 26-0ct-22
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No |

2L

NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
DASAR HUKUM PENETAPAN

NOMOR DAN TANGGAL SURAT

IKE WAHYUNI, 5.Pd.
NIP. 19890324 201402 2 001
Penata Muda Tk. 1 / (lli/b)

terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan
jasa Sdri. HERA APRIZA, S.Pd. Terkait dugaan

pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fubgsional

PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
DASAR:

SK Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Nomor : 800/3343/V.01/DP.1A/2022
Jabatan Guru Pertama pada SMAN 1 Dente Teladas Lampung Peratura i P_e“_wﬁ"tah Nomor 34 Tahun 2021 Tanggal : 26-Oct-22
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentang Disiplin PNS

22. |ROHIM terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS SK Kepala Sub Bagian Umum dan
NIP. 19800425 200701 1007 hilangnyaAset Pemprov. Lampung berupa kendaraan |4 cap. Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi

roda 2 (dua) {CRF 150 dengan Nomor Polisi BE 4356 BZ . Lampung

Penata Muda / (lll/a) No Rangka MH1KD1116JK046376, No Mesin Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94
Jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan Dinas ~ |KD11E1045856 Tahun 2018) Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Nomor  : SK.158/V.24/5.1/2022
Kehutanan Provinsi Lampung Tanggal : 16-Nov-22

23. |RUSLI

NIP, 19660712 198603 1003
Penata Muda Tk. I / (lll/b)

Jabatan Pengadministrasi Umum pada SMAN 1 Bandar
Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung

terbukti melanggar penyalahgunaan wewenang berupa
Penngnelolaan dan Penatausahaan Dana Komite di
SMAN 1 Bandar Lampung

PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
DASAR:

Pasal 3 huruf d dan e dan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS

SK Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

Nomor : 800/3787/V.01/DP.1A/2022

Tanggal : 30-Nov-22
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